S MARKAS_BESAR _
KEPOLISEAN NEGARA"REPUBUK INDONESIA -

. ”'SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN ADMINISTRAS] TINGKAT TINGG! N .

SRR LAPGRAN -
| PELAKSANMN SARASEHAN SEHARI _
MEWUJUDKAN MASYARAKAT PATUH HUKUM
~ BERLANDASKAN BHINEKA TUNGGAL IKA |
DI HGTEL INDQNESIA TGL 29 NOPEMBER 2002

Jakarta, 29 Nopember 2002




i LAPORAN .
_ ~ PELAKSANAAN SARASEHAN sgmm | i
. “MEWUJUDKAN MASYARAKAT PATUH HUKUM BERLANDASKAN. o ERE
 BHINEKA TUNGGALIKA" . S
m HOTEL INDONESIA TANGGAL 29 NGPEMBER 2002

1 Umum

"_:_a. _ 'Tuntutan reformasz d| Indone51a adalah duwu]udkannya
demokratisasi, transparans;, akuntab:htas dan supremasi hukum.
Dalam masyarakat yang demokratns hukum adalah panglima
(supremasi hukum) oleh karena itu kondisi hukum (peraturan,
aparat penegak hukum, sarana prasarana) harus baik, demikian
pula tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum harus baik.

D. Fakta di lapangan bahwa kondisi kepatuhan masyarakat
terhadap hukum cenderung menurun. Masyarakat cenderung
tidak percaya hukum, karena berbagai faktor ; oleh karena itu
masyarakat  kadangkala mencari cara sendiri dalam
menyelesaikan masalah hukum. Jika kondisi ini dibiarkan maka
hukum sebagai prasyarat dalam masyarakat demokratis akan
sulit diwujudkan.

C. Dalam upaya memperbaiki kondisi di atas diperiukan masukan-
masukan dari para ahli/pakar, tokoh politik, tokoh
masyarakat/etnik, generasi muda/mahasiswa dan semua
komponen bangsa sarasehan sehari dengan tema "Paradigma
Baru Dalam Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum" adalah
salah satu media dalam rangka menampung pemikiran semua
komponen bangsa sebagai wupaya dalam mewujudkan
masyarakat patuh hukum.

2. Maksud dan Tujuan.

a. Memberikan gambaran tentang pelaksanaan sarasehan sehari
"Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum Berlandaskan Bhineka
Tungga! Ika" dan masukan-masukan vang diperoleh dalam
sarasehan tersebut.

b. Sebagai bahan masukan dalam upaya mewujudkan masyarakat
patuh hukum bagi Polii khususnya maupun bagi bangsa dan
negara RI pada umumnya vang dituangkan melalui GBHN.
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5. Tema : “Paradigma -Baru Dalam ‘Mewujudkan Masyarakat Patuh
Hu_kum'_' .~

6. Tujuan :
a. Untuk -fnenampung masukan-masukan tentang bagaimana

mewujudkan bagaimana masyarakat patuh hukum vyang
berlandaskan Bhineka Tungoal Ika guna menumbuhkan
semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

b.  Atas dasar masukan-masukan tersebut diharapkan Polri mampu
memberikan saran/pendapat kepada negara fentang upaya
mewjudkan masyarakat patuh hukum, dan bagaimana
penanganan secara komprehensif oleh semua komponen
bangsa.

7. Tempat dan Waktu :
Hotel Indonesia, Ruang Madura Lt.8 Jl. MH. Thamri Jakpus, tanggal 29
Nopember 2002, Pukul 09.00 - 17.30 Wib, dilanjutkan dengan buka
puasa bersama.

3. Perhbicara dan Judul :

a. Session 1 :

- Prof. Dr. Abdul Gani, SH, LLM. Digen Peraturan dan
Perundang-Undangan Dep.Keh.Ham, dengan  judul
"Perlindungan Dari Hukum Objekiii™.

- Prof. Dr. Loebby Logman. Pakar Hukum dengan judui
"Penegakan Hukum".
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s DB Harkr!stut! Harkrssnowe,_SH __HM.E: f‘uru Besar UI dengan";_-'__f_.f
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SR Dy Indna Samega Ahi Penehti Utama Bldang

el ;-_.--.Perkembangan Politik dan. Pem:k:ran Pernbangunan LIPPI,

~ - ‘Dengan. - judul "Paradlgma Baru Daiam Mewuludkan“;
i Masyarakat Patuh Hukum ; B DGR

9 v Moderator e _
"-3a. Sessmni{ o Arief Sudtfbmé (SCTV)

b, M _Sess_:on_II_ : Thu Chandra Sugarda (RCTY)
C. -Sessio_n_I_II _ Ibu Herdma (‘N ?) :

0. Peserta
Ca Poln "Sespéil = 30 Zo'r'(ah'g' ; Sespim = 10 orang ; PTIK = 10
: orang ; Selapa = 10 orang ; Sepolwan = 5 orang ; Pejabat Polri
= 30 orang jumlah = 95 orang.

b. 'Pakar . Sejarah, Kriminolog, Adat, Hukum, Sosiolog jumlah = 5
orang.

C. Tokoh Adat : Sasak, Batak, Betawi, Bali, Jawa jumlah = 5 orang.

d. Mahasiswa : S2 Ul = 5orang ; S 2 KIK = 10 orang ; S 1
Atmajaya = 4 orang ; S 1 Trisakti = 3 orang.

e. Tokoh Politik : PDI, PAN, P 3, MKGR.

f. Ormas : GOIB = 6 orang ; WALUBI = 1 orang ; jumiah =
orang.

g. Tokoh Agama : Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha
jumiah 5 orang.
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| ._.j':_:_KBP' Drs.’:i_-DIDI ROCHYADI M, MM

 KBP Drs. ASGAR SUMANTRI

~ KBP Drs. AGUS YUDARTO
© KBP Drs. CHAERUL ASMARA

L KBP Drs. YASIR KARWITA

12,

c. Steering Committee

Susunan Acara :

a.  09.00 - 09.15
09.15 - 09.45
09.45 - 10.00

b, Session I

10.00 - 10.30
10.30 - 11.15
11.15-12.00
12.00 - 13.00

C. Session 11

13.00 - 13.30

- -.__ﬁ%’BP Drs. LALU SUPRAPTA

:KBP Drs. I_W_AN_ NURISWAN
- 'KBP Drs. ART SUBOWO
' KBP.IMAM SUWANGSA SMIK
KBP Drs. AGUS KUSNEIDI
KBP Drs. MAYESTIKA MAJID
KBP Drs. LUKITO

Pengantar oleh Pembawa Acara
Sambutan Kapolri (Key Note Speaker)
Istirahat

Prof. Dr. Loebby Logman.

Dirjen Peraturan Per-Uu-an Depkeh & HAM.
Diskusi

Istirahat (sholat Jum‘at).

Pakar Hukum Adat

Fod s b 7o
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14,00 - 14.45
14,45 - 15.30

d. Session I1I

15.30 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30 - 17.15
i7.15 - 17.30
17.50 - selesai

Tomn Elpomm, [l oW
A.chﬂii L4 EUJUUJU F e

DiskuslI
Istirahat ( Sholat Ashar ).

DR. Harkristuti Harkrisnowo SH, LLM,
DR. Indria Samego

Diskusi

Penutupan

Buka Puasa Bersama.
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Intisari Paparan Penyai.

a. Kapolri (keynote speaker)
" Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum Berlandaskan Bhineka
Tunggal Ika" .

° Bahwa masalah kepatuhan hukum masyarakat akan
berkait dengan masalah perundang-undangan ; Penegak
Hukum ; Sistem Hukum, sarana prasarana dan
masyarakat.

o Dewasa ini banyak perundang-undangan warisan
kolonial, sehingga kepentingan penguasa lebih menonjol.

o Fakta dilapangan hukum sudah berganti menjadi

Kekerasan, “vang dilakikan —oleh masyarakat, karend
masyarakat merasakan adanya katidak adilan atau sulit
untuk mencari keadilan.

® Untuk mewujudkan masvarakat vang demokrasi dan

pemerintahan yang baik maka periu dilakukan perbaikan

dengan menginventarisir peraturan  perundang-
undangan yang sudah tidak relevan lagi.

° Disisi lain peran hukum adat masih cukup kuat dan
dijadikan acuan berperilaku, sehingga dalam pembuatan
hukum nasional/perda perlu memperhatikan hukum adat
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'_prof br. Abdul Gam SH um

Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan
Dep. Keh. HAM. - '
"Perlindungan dari Hukum Obvyekiif"

® Hukum vyang baikk mampu mengatur dan
memberikan perlindungan terhadap hak dan
kewajiban warga masyarakat.

e Manakala masyarakat mentaati aturan hukum
sebagai tata interaksi maka akan terwujud
kepatuhan hukum.

e Kepatuhan-hukum di Indonesia dapat dimulai dari -
jalan raya karena di jalan raya terdapat
kemajemukan.

o Penegakan hukum di jalan raya dapat menjadi

kerangka dasar penegakan hukum dalam kerangka
yang lebih luas.

e Hak yang digunakan pengguna jalan harus tidak
mengganggu hak orang lain  karena jika
mengganggy._maka pasfi ada kewajiban vyang

dilanggar oleh orang lain tersebut.

® Saat ini undang-undang Llantas belum dapat
ditegakkan karena masyarakat belum siap
direkayasa dalam kepatuhan hukum.

e Polantas sebagai aparat penegak hukum di jalan
raya dapat menjadi contch, stimulator dan
sutradara bagi presentasi hukum di sektor iain.

o Sebaliknya Polantas dapat menjadi pengrusak
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“manakala ada petugas Polantas namun begitu

B petugas tzdak ada hukum dlanggap tsdak ada '

o :Dengan demaklan kepatuhan hukum masyarakat
- sangat ditentukan. sejauhmana masyarakat merasa

bahwa undang- undang/hukum bermanfaat dalam
memberikan perlindungan terhadap hak-hak azasi
warga masyarakat. :

2. Prof. Dr. Loebby Lugman.
Pakar hukum '
“Penegakan Hukum”

-]

Perlu dibedakan antara penegakan hukum preventif dan
penegakan hukum represif
Dalam penegakan hukum diperlukan pengetahuan terhadap

perundang-undangan yang ada (Law Awareness) dan dimana
undang-undang itu berada. ' S

Dalam penegakan hukum perlu memperhatikan empat faktor
yaitu materi perundang-undangan, aparatur, sarana dan
prasarana, budaya hukum dalam suatu negara.

Dewasa ini masih banyak perundang-undangan warisan zaman
kolonial yang banyak tidak dimengerti oleh masyarakat maupun
para penegak hukum. Untuk itu perlu penelitian dan
pembenahan terhadap perundang-undangan yang ada.

Dalam pembentukan hukum RUU hendaknya disebar-luaskan
sehingga masyarakat akan memahami dan memberikan
sumbangan pemikiran terhadap penyempurnaan RUU.

Masih banyak ditemukan peraturan vang lebih rendah
tingkatannya tidak sesuai dengan perundang-undangan yang
lebih tinggi. Untuk itu DPR atau Mahkamah Konstitusi hendaknya
diberi wewenang untuk mengawasi pelaksanaan suatu ketentuan
perundang-undangan.
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dari a;:)arat penegak hukum; disisi fain- fasn;tas yang- tersedia.
. sangat ‘terbatas, - sehmgga berdampak pada ketudakpatuhan_m

masyarakat terhadap hukum

° Menganhsnpas; permasatahan tersebut maka periu dilakukan

- upaya-upaya penmgkatan kualitas . penegakan hukum,

ketersediaan sarana dan prasarana serta tingkaL kesejahteraan
aparat penegak hukum yang memadal

o Di samping itu dalam pembentukan undang-undang hendaknya
membatasi kewenangan para penegak hukum vyang tertuang
secara jelas dalam undang-undang untuk mencegah terjadinya
penyalahgunaan wewenang.

e Faktor penentu keempat adalah budaya hukum dalam
masyarakat yang masih menganggap bahwa ketaatan hukum =
akan terwujud manakala ada petugas hukum yang mengawasi.
Dalam menciptakan budaya hukum yang utama adalah :

1)  Memberikan panutan dalam ketertiban dan penghargaan
terhadap HAM sebagaimana mestinya.

2)  Peningkatan pendidikan masyarakat sebagai subyek
nukum.

3) Ketegasan antara hak dan kewajiban yang seimbang dari
masyarakat mulai dari lingkup kecil/rumah tangga.

4)  Penegakan hukum secara konsekwen, konsisten dan

Eomomdnt 3.8
Bty .

2. Session II.

a. Prof. Dr. I. Nyoman Sirtha.
Pusat Studi Hukum Adat FH-UNUD
“Hukum Adat dan Lembaga Keamanan Tradisional dalam
mewujudkan masyarakat patuh hukum”

o Hukum adat sebagai terjemahan dari istilah adatrecht yang
dikemukakan oleh van Voilenhoven mengandung dua unsur




S _'-_;yaltu unsur huku’m asla pnbumldanbagaan»baglanyang

seps; konseps:
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Lembaga hukum adat dimoderms;r sesual kebutuhan zaman
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e Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewu;udkan_ .
- keinginan “hukum “menjadi .- kenyataan Penegak hukum dan .
lembaga keamanan - tradisional  berfungsi meiancarkan L
: bekeqanya S|stem hukum dalam masyarakat

® Eegitu pula penerapan hukum adat Bah sebagai suatu model
hukum vang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat
mempunyai karakteristik yang bersifat sosial religius, serta
‘mengatur hubungan manusna yang bersifat - vertikal dan
horizontal. . 1 4 :

s Penegak hukum beserta alat-alet perlengkapannya termasuk
lembaga pengamanan desa mempunyai peranan untuk
melancarkan bekerjanya hukum, agar terwujud ketentraman
dan ketertiban dalam masyarkat. Dalam penegakan hukum
adat, aparat penegak hukum bersama aparat keamanan
mempunyai tugas menjaga keamanan desa dalam berbagai
kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

o Dalam perkembangan masyarakat yang semakin kompleks,
tugas pecalang tidak hanya terbatas untuk menjaga keamanan
yang herkaitan dengan pelaksanaan kegiatan adat dan agama
pada suatu wilayah desa saja, tetapi juga meliputi keamanan
daerah dan negara. Menjaga keamanan wilayah desa tidak
hanya tugas alat keamanan desa saja, melainkan juga menjadi
tugas pokok bagi aparat keamanan negara. Oleh karena itu,
kerjasama lembaga keamanan tradisional dengan lembaga
keamanan negara dalam bentuk koordinasi dimaksudkan agar
pelaksanaan tugas dilakukan secara terpadu.
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B [men}adi panutan bagt masyarakat

: _jHukum adat dan hukum negara secara smkromsasn dapatj_'-"_: :
' ‘mengatur dan mengeﬁdahkan keamanan. masyarakat “Prospek.
: 'hukum adat dalam !lngkup hukum nas;onal dalam mengatur“'_;

: "kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat e
.-_-_Untuk ;tu dalam *perxyusunan peraturan g:}erundang undangan".}_

' :_Daiam penegakan hukum para fungs;onans hukum dan aparat'..“ .

k.eamanan hendaknva bertmdak “adil’ dan bnaksana sehlngga_:_"_

Pembmaan dan penvuluhan hukum kepada masyarakat perlu
dilakukan secara intensif guna meningkatkan kesadaran hukum
dan kepatuhan hukum masyarakat.

Imam B. Prasojo. Ph.D.
Pakar Sosiologi
“Polisi Masa Depan: Piawai Dalam Komunikasi”

@

Melihat kekusutan vang dihadapi dunia maka terjadilah
perubahan penting dalam melihat persoalan keamanan. Selama
ini masalah keamanan dipahami sebagai kemampuan suatu

“negara unfuk melindungi ancaman - serangan militer/revoluasi-

(state security), namun dengan timbulnya terorisme, n narkotika,
konflik-konflik sosial yang bertubi-tubi {ahirlah konsep
keamanan baru yaitu keamanan manusia (human security).

Berkait dengan hal tersebut Polri selaku pengemban fungsi
keamanan harus lebih aktif membenahi kinerjanya tidak hanya
sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat namun
juga sebagai alat yang efektif untuk melindungi manusia dari
ancaman permusuhan dan gejolak politik.

Polisi dituntut untuk mampu menjalankan perannya sebagai juru
damai terhadap kelompok vang berkonfli, bukan
memenjarakan mereka, Bekal utama polisi adalah kemampuan
sosial, kemampuan rekayasa dan komunikasi sosial termasuk
kemampuan melakukan tindakan pencegahan yang tidak tagi
mengandaltkan kemampuan represif semata.

Polisi tidak hidup dalam situasi sosial yang vacuum, tetapi hidup
dalam struktur sosial yang mengatami perubahan terus menerus
dimana peran polisi sangat dipengaruhi oleh situasi politik yang
berkembang.
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Dr Harknstuti Ha_rknsnowo SH LLM
“Guru BesarUI : '
5 “Mewuwdkan Masyarakat Yang Patuh Hukum Adakah Parad;qma el o

s Beiakangan ini tmdak kekerasan/mam haklm sendm (wgz/am‘e
Justice) yang dzlakukan oleh masyarakat makin meningkat yang -
 menimbulkan  keresahan, *kebencian, kekhawatiran  dan

ketidaktentraman masyarakat SR o

e Berbaga; ‘pendapat mengenai faktor. korelatif dan kausatif .

' terhadap vigilante justice sebagai collective behavior sebagai .
dampak perubahan sosial dalam masyarakat yang mengalami
sosial problem.

o Penyelesaian vigilante justice secara yuridis seringkali tidak
berperan banyak apabila pranata hukum tidak dianggap lagi
- sebagal satu mekanisme penyelesaian sengketa yang impartial
and fair. Pemberdayaan hukum untuk menyelesaikan mencegah
vigilante justice tidak dapat berjalan seorang diri, namun harus -
didampingi dengan upaya-upaya sosial lainnya. Upaya utama
adalah membuat rakyat terutama mereka yang terlibat dalam
vigilante justice, untuk mempercayai bahwa pranata hukum
(baik substansi maupun apart penerapannya) mempunyai
kontribusi dalam menyelesiakan masalah mereka.

s Komitmen pemerintah untuk memberdayakan hukum melalui
pencanangan._supremasi_hukum_yang berkeadilan _tidak lagi

dapat teriadi sebatas retorika saja akan tetapi sudah muilai
harus dilaksanakan melalui action plan yang lugas dan aspiratif.
Namun tanpa adanya partisipasi masyarakat, maka hukum tidak
akan dapat berperan banyak.

b.  Dr. Indria Samego.
Ahli peneliti utama bidang Perkembangan Politk dan pemikiran
pembangunan Lippi.
“Paradigma Baru dalam mewujudkan masyarakat patuh hukum”.
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Coterlaly - mengherankan “karena masyarakat sekian Iamaf'_-___

T '.___-'_-___dlkungkung dalam aklam_;pohtuk yang menakutkan

i ﬁ'-j_ﬁ'_ﬁ.'_"-:iTrenci tentang:' kettdakpatuhan terhadap" hukum menmgkat--.l_.'
~“dalam “bentuk konflik “horizontal ‘dalam masyarakat ‘berupa -

tawuran - antar - kampung, pe!anggaran pelanggaran terhaaap

_aturan iaiu iintas KKN ds !embaga Derwakz!an rakyat

Menurunnya kepatuhan hukum oleh pubilk dlrasakan sebaga| :
adanya kevakuman kekuasaan atau vacuum of power karena.
selama tiga dasawarsa negara Indonesia di awasi sangat kuat
oleh pemerintah, pergantian pimpinan nasional sudah terjadi
tiga kali, pemimpin yang kuat belum pernah kita peroleh
sehingga kita dapat membenarkan perlunya sebuah
pemeiintahan yang kuat dan efektif,

Faktor lain yang menyebabkan merosotnya kepatuhan hukum :
1) Kevakuman hukum akibat dari perubahan masyarakat dan

tantangan yang cepat.
2) Proses penegakan hukum tidak konsisten.

-3) Pelanggaran - hukum - dilakukan - karena - buta hukum -

(masyarakat belum hukum mindedness).
4) Lemahnya penghargaan masyarakat terhadap hukum karena
keadaan ekonomi.

Langkah-langkah perbaikan dalam rangka menciptakan
kepatuhan hukum:

1) Perubahan tingkah laku (etika) dan moral politik di dalam
memimpin massanya oleh para elite negara.

2) Reformasi hukum menjadi kebutuhan kita, budaya
kekuasaan diganti menjadi budaya hukum serta sistem
hukum yang dapat dimengerti secara universal.

3) Dalam membangun pemerintahan vang bak (good
governance) perlu memberi ruang publik kepada proses
pengawasan dan evaluasi.

4} Perlu penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang buiu.

5) Sosialisasi aturan perundangan baru yang kontekstual terus
dilakukan.

6) Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat termasuk
para penegak hukumnya.




OKA (WALUBI ) :

5. Penegakan hukurn di pengaruhi oleh vang, karena fasilitas yang tidak disiapkan

oleh institusiitu sendiri, sebagai contoh : seorang sersan, dimana kebutuhan
pokok sehari-hari masih tergantung pada pelaksanaan tugas sehari-hari.

13
_IL. HASIL DISKUSI / TANGGAPAN. . L seky
| A. Sessi 1 | | | |
"'JUBAEMH { MUI DKI JAKARTA
1 Dimulai  dari ketert[ban karena tertlb berasal dari - bahasa arab, yang >pan
~ dimplemenastikan oleh masyarakat bahasanya Iebih d:dahuius aan tertib hukum
itu sendiri. : Hanji
Jadi menurut Abdul Gani dimulai dari jaian raya karena di Jalan Raya. merupakan o BTZID
kerangka dasar dalam penegakan hukum. 1 hul
BOY RAFLI (SESPIM) :
2. Masyarakat harus dipintarkan, karena ini adalah bukan hanya tugas penegak
hukum tetapi keterpaduan yang dilakukan dari beberapa elemen penegak hukum
vang menjadi tugas negara secara keseluruhan dan implementasinya melalui
badan-badan tertentu yang berkompeten.
T be

ABU BAKAR (SESPATI) :

3. Disiplin harus ditanamkan dari sekolah dasar, seperti di Jepang dimana AU n
pendidikan budi pekerti telah didahulukan di sekolah dasar di Jepang. mya
Berbeda dengan Singapur, dimana hukum ifu ditaati oleh masyarakat warga. 1 m
singapur hanya mentaati di negaranya, ketika sampai di Indonesia (khususnya di erso
Batam) lebih cenderung melakukan pelanggaran khususnya pelanggaran Lantas.

Begitu juga warga Indonesia yang ada di luar negeri dia akan mematuhi
peraturan yang ada di Amerika (luar negeri). . Ha!
rhati

PETRUS GOLOSE (SESPIM) @ n v

ngar

4, Kalau kita bertanya dari mana akan lebih dulu di mulai, Prof. Loebby Logman
lebih cenderung dari budi pekerti, dimana pada saat Prof Loebby masih sekolah | ba
pelajaran ini didapat pada saat duduk di bangku SD, sehingga proses
pembelajaran_ini masih melihat pada individu-individu, berbeda dengan sekarang divc
dimana implementasi ketertiban lalu linfas it4 tidak diajarkan sehingga scare
implementasi reformasi itu sendiri menjadi di salah artikan sehingga hukum tidak
berjalan dengan baik. 3 M

1 (aw
deng
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| :_._':II HASIL QESKUSII'{ANGGAPAN

A Sessn I

'-f'_;j":f_j_'JUBAmA&»; ( Muz @KI JAKARTA e _:_5j S R

__;D|mu!a[ dan keterttban karena tertlb berasa! daﬂ bahasa arab yang_""'i"_i
i :dlmplemenastskan oleh masyarakat bahasanya Ieblh dtdahulu; dan tert[b hukum_-;‘. --

itu sendiri,

- Jadi menurut 'Abdul Gans d;mular dan Jaian raya karena di Jalan Raya merupakan
kerangka dasar dalam penegakan hukum N

- BOY R,Am (SESPIM) :

2

Masyarakat harus dipintarkan, karena ini adalah bukan hanya tugas penegak
‘hukum tetapi keterpaduan yang dilakukan dari beberapa elemen penegak hukum
vang menjadi tugas negara secara kesejuruhan dan implementasinya melalui
badan badan tertentu yang berkompeten.

ABU BAKQR (SESPATi)

3.

Disiplin harus ditanamkan dari sekolah dasar, seperti di Jepang dimana
pendidikan budi pekerti telah didahulukan di sekolah dasar di Jepang.
Berbeda dengan Singapur, dimana hukum itu ditaati oleh masyarakat warga

- singapur hanya mentaati di negaranya, ketika sampai di Indonesia (khususnya di

Batam) lebih cenderung melakukan pelanggaran khususnya pelanggaran Lantas.
Begitu juga warga Indonesia yang ada di luar negeri dia akan mematuhi
peraturan yang ada di Amerika (luar negeri).

PETRUS GOLOSE (SESPIM}) :

4,

Kalau kita bertanya dari mana akan lebih dulu di mulai, Prof. Loebby Logman
lebih cenderung dari budi pekerti, dimana pada saat Prof Loebby masih sekolah
pelajaran ini didapat pada saat duduk di bangku SD, sehingga proses
pembelaiaran ini masih melihat pada individu-individu, berbeda dengan sekarang

dimana implementasi ketertiban lalu fintas itu tidak diajarkan sehingga
implementasi reformasi itu sendiri menjadi di salah artikan sehingga hukum tidak
herjalan dengan baik.

OKA (WALUBI ) :

5.

Penegakan hukum di pengaruhi oleh uang, karena fasilitas yang tidak disiapkan
oleh institusiitu sendiri, sebagai contoh : seorang sersan, dimana kebutuhan
pokok sehari-hari masih tergantung pada pelaksanaan tugas sehari-hari.




Dengan”'kaltan tersebur tanpa _ci__:dukung dengan*_j:asﬂuas yang memadai hukum
o ocitu tidka bisa berjalan dengan baik, ‘ditambah | dengan unsur konsekwen,;;__
_ kons:sten kontmyu __dars penegak hukum utu sendm e .

Me bangu hukum ltu dan

noli . demokraSI
: '.i_karena ch negara Iam polas; sela}u dtkedepankan :
0 by Sistem hukum. yang tumpang tindih- dengan birokras: yang sangat panjang,“f__f-_.
bl e {sehangga pegabat negara MPR/DPR dalam proses. hukum ‘harus meminta izin, ini
- menunjukan seolah-olah lebih tinggi. eselon Jabatan dari pada penegakan hukum S
i .ltU sendm dalam mencapa: tu;uan hukum ntu mencapa: keadilan ' e N

'_an p01151 d[kedepankan

| Séss;i-'-II

_:Drs SRIYADI MM

L '_'_1.-'.Bahwa sumber pembentukan hukum nasional dalah hukum adat, hukum barat,

s dan hukum IsEam ‘Sebagai contoh d;smi adafah uu perkawman

S Upaya menertlbkan masyaraakt tidak hanya ditU]ukan terhadap moral atau nilai-
nilai yang berlaku. Penertiban juga ditujukan terhadap sistemn dan struktumya.
Contoh : -upaya menertibkan SIM, tidak bisa hanya menertibkan moral
_petugasnya ‘saja. ‘Penertiban juga’ dltu3ukan kepada sistem ‘penggajian personel,

- sistem kesejahteraan, sistem pengawasan dan lain-lain. - o

3. Pada masa lalu, hukum adat seolah-olah tersingkir oleh hukum nasional. Hal itu
terlihat pada saat hakim mengambil keputusan yang hanya memperhatikan
hukum nasional. Padahal sudah jelas aturan pasal 27 UU kehakiman yang
menyebutkan bahwa hakim memperhatikan hukum adat jika mengambil

keputusan.
Rancangan KUHP baru hanya mengenal hukum forma yaitu hukuman badan

saja.

Hal.itu memunculkan..ide. dari.hukum adat, dimana tersangka setelah divonis .

bersalah, selain menjalankan hukumannya dia harus melakukan suatu upacara.

4. Hukum adat cenderung lebih ditaati oleh masyarakat, karena sanksi secara moral
lebih berat. Sebagai contoh di Bali jika seseorang melanggaran peraturan {awig-
awig) dia harus dikeluarkan dari desa dan tidak boleh berhubungan dengan

kelompoknya.

C. Sessi I1T
1. AGUS YUDHARTO : DELRULT AL ]
» Bagaimana menegakkan keadilan? PERGURLIAN TRIGE! 1LMU KEPOLISIAN {

JARARTA




e '_"Law in: the book and Iaw in. actaon memeriukan kepedualian yang pasta saar}a -
._'.ya[‘]g harus pedu]"? : B '. _ . _ L . R
= Supaya ada provokasi-provokasi AT T )
FREREIT N Bagafmana mewu;udkan aparat yang pandaP Ve
o _-_pembenaran pemermtah otonter?

e -_':-s;'-_'-_-Pemzmpm kita harus sempuma

ol _:- Jawab

_'_.-INDREA

Pemerintah’ yang kuat rnerupakan keharusan yang tak mudah dqatuhkan tetap:' L

e tez prlsh iewat demokratis.

: _T.U_TI:__ -

‘Membentuk pejabat yang accountable dimulai dari penerimaan yang baik serta
~kontrol “yang ‘sempurna terutama mengenal penempatan, penghargaan dan

-_penundaa_n posisi yang salah.

2. ANTON TABAH :
* Bagaimana polisi bertindak?
* Bagaimana mengkritisi masyarakat yang kurang atau mereka mengabaikan
hukum?

TUTI:
. Kontribusi pakar untuk mendadani polisi adalah dengan penelitian dan mengaiar,

secara reaktif tergantung pengguna untuk memberikan informasi yang dibutuhkan.
Untuk dapat publik hanya yang convern terhadap masalah-masalah yang mereka

amati.
V. PENUTUP

Kesimpulan.

C. Sarasehan telah berjalan dengan baik, dimana para pembicara

moderator telah hadir sesual dengan rencana,komposisi peserta variatit
dan relatif lengkap/terwaliki oleh semua komponen bangsa. :

d. Hasil paparan pembicara dan hasil diskusi sebagal berikut :

1. Bahwa dalam membangun masyarakat patuh hukum perlu
diperhatikan beberapa faktor mkunci vyaitu undang-undang,
penegak hukum, sarana dan prasarana serta budaya masyarakat.

2. Dewasa ini banyak undang-undang vang tidak berjalan karena
tidak diterima oleh masyarakat/tidak aspiratif. Hukum adat dalam
realitas sosial tetep hidup dan dipatuhi, untuk ifu dalam




:..].() ———

o pambcntukan peraturan dén perundangundanQan Pe"”;iu{“’-
'-jmemperhatlkan n:lar ni!a: aza51 dars hukum adat SRR

LG Maraknya v:gliante ]UStIC& sebaga: akd:)at rendahnya keprcayaan_' ;_’7
ER :-.masyarakat terhadap kwai:tas dan. k;nelja apar. penegak hukum;
- dan tidak. berperannya pranata ‘hukum™ sebagau mekamsme w

S f}'_pertyelesazan sengrceta yang impartia! dan fa:r

g, -’Pentmgnya komatmen pemenntah memberdayakan hukum--;_'__ .
' '_-_:meiafui para dakma baru penegakan - hukum ‘yang lebih -
menekankan pada bagaimana hukum dapat dltegakkan secara. -
-eefektif dan d:patuhi oleh masyarakat Untuk itu perlu ketegasan, .-
konsistensi dan kontmyurtas dalam penegakan hukum agar
terwujud kepastaan hukum '

5. Disisi fain pembinaan budaya hukum masyarakat perlu mendapat
perhatian, melalui penanaman pentingnya manfaat ketaatan
hukum bagi kehidupan bersama, akan mendorong tumbuh dan
berkembangnya partisipasi masyarakat terhadap kepatuhan
hukurn.

i6. Rekomendasi.

a. Dalam upaya membangun masyarakat patuh hukum diperlukan
adanya peraturan yang memperhatikan nilai-nilai azasi dari
“hukum - adat; penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan
kontinyu; pembinaan budaya hukum masyarakat; dan
memperbaiki unsur-unsur hukum.

b. Sebelum uncur-unsur hukum dapat dibenahi dengan tuntas,
para penegat hukum (khususnya Poiri) dalam melaksanakan
penegakan hukum agar memberdayakan hukum adat dan
transparan, sehingga masyarakat memperoleh rasa keadilan dan
meningkatkan kepercayaan masyarakat,

c, Pelembagaan budaya hukum agar dimulai dari keluarga dan

lingkungan terkecil lainnya, agar semua unsur dapat terkualisasi
dengan baik sejak kanak-kanak yang akan menjadi pedoman
hidup dirinya dan lingkungannya.

d. Sistemn keamanan vang perlu dikembangkan adalah sistem
keamanan dalam koridor supremasi hukum, ditittk beratkan
pada perlindungan dan pengayoman; penegakan hukum yang
proporsional  serta mendayagunakan aturan  yang lebih
memenuhi rasa keadilan masyarakat ; ketauladanan para
penegak hukum ; transparansi dan akuntabilitas.




17 Penutup

- ._'_”_-'_'Z'Demsk;an Iaporan hasal peiaksanaan sarasehan sehart i ”Mewu;udkan_;: |
e _'_-_Masyarakat Patuh Hukum Berlandaskan Bhineka Tunggai Ika", sebagal.;;; 2
., :':E_bahan pimpinan dalam menentukan kebuaksanaan lebzh lan}ut s -

"Ja'ka';?té- 3 'Nc'spéfﬁbef '2002_ o
 KETUA PELAKSANA

Drs. DID; ROCHYADI M, MM
KOMBES POL NRP 53030046
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b *K-EYNOTE QPEAKER

S o PADA SARASFHAM SEHQR e e

"MEWU.}UD KAN MASYAPAKAS PATUH HUKUNI

BERDASAPMN BHiNNEKﬁ\ TUNGGAL ’KA” .
TANGGAL 29 NQPE?\.—%BER 2002

- YSH. - ".PARA PAKAR, sOhOH-TOKOH ' MASYARAKAT,

'_TOKGHMTOKOH PﬂRPOL DAN SEMUA KOMDDNEN a
MAS‘:’ARAKAT

- PARA PESERTA SARASEHAN,

ASSALAMU' ALAIKUM WR. WB.
SALAM SEJAHTERA BAG! KITA SEKALIAN

PERTAMA-TAMA  MARILAH KITA PANJATKAN PUJI
SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG MAMA ESA ATAS

SEGALA--RAKHMAT ~DAN- HIDAYAH-NYA, -SEHING GAPADA

BULAN RAMADHAN YANG BAIK INl KITA MASIH DIBER]
KESEMPATAN UNTUK BERIBADAH MENCURAHKAN
PIKIRAN  BAG!I KEPENTINGAN BANGSA DAN  NEGARA
REPUBLIK INDONESIA YANG KITA CINTAL




BcRBiCARA | MASALAH HUKUM KITA AKAN

e MEMBECARAKAN KOMPONEN KOMPONEN HUKUM ANTARA >
. LAIN . :: PERATURAN PERUNDANG UNDA\JGAN PARA

PELAKSANA/PENEGAK HUr(UM SESTEM HU%\UM SAF’ANA

: '-’f-'_-i_l_?_'-.PRASARANA HdKUM DAN MASYARAKAT T SENDiRi

KONDISI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN KSTA: g D

MASIH BANYAK WARISAN ~KOLONIAL DAN DIBUAT
HANYA UNTUK KEPENTINGAN PENGUASA, BAHKAN ADA
YANG SEKTORAL. PENEGAKAN HUKUM BELUM SESUA!
HARAPAN — RAKYAT ~ KARENA ~ BERBAGAI FAKTOR.
SISTEM HUKUM YANG MASIH BANYAK MEMBERI PELUANG
GUNA  PENYALAHGUNAAN  WEWENANG,  SARANA
PRASARANA HUKUM YANG SERBA TERBATAS DAN KONDISI
MASYARAKAT = YANG = SEDANG MENGALAMI  KRISIS

MULTIDIMENSI.

KITA SAMA-SAMA MENGETAHUI, MENDENGAR DAN
KADANGKALA  MELIHAT Di LAPANGAN. MENGENAI
IMPLEMENTASI  HUKUM ~ YANG  SERING  MENYIMPANG

DARI RELNYA.  KITA SAMA - SAMA TERSENTAK

KETIKA HUKUM SUDAH BERGANTI DENGAN
KEKERASAN. MASYARAKAT SEOLAH-OLAH LUPA ATAU
BAHKAN TIDAK PEDULI ATAS ATURAN YANG TELAH
ADA. SEMUA INI TERJAD!I TENTUNYA KARENA ADA




---SEBAB SEBAB :ADA KESALAHAN KESALAHAN
"_:_.".f-}',KEKURANGAN KEKURANGAN DAN FAKTOR FAKTOR LAsN';” |
Si 0 PaDA ELEMEN HUKUN DAN  BERAKUMULASI ~PADA
'_{KETEDAK PERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP HUKUM.
i _-"_'ﬁ:__”'-'ATAS KET;DM PERCAYAAN  DAN. SUL:TNYA?:Q}"'
--.MEMPERQLEH  KEADILAN ------_DAL_A_M PROSES ~ HUKUM,

. MAKA  PADA  AKHIRNYA '-”MASYARAKAT_ MENJADI

 ENGGAN UNTUK PATUH HUKUM.

.DALAM UPAYA MEWUJUDKAN MASYARAKAT
YANG -_DEMOKHASE DAN = PEMERINTAHAN  YANG BAIK
(GOOD GOVERNANCE). KONDISI TERSEBU;}" HARUS
SEGERA DIPERBAIKI. SELURUH KOMPONEN BANGSA,
KHUSUSNYA PARA PENEGAK HUKUM, PAKAR r—iUKUM___
PRAKTIS! HUKUM DAN PAKAR-PAKAR  LAINNYA
MEMPUNYAl  KEWAJIBAN  UNTUK MEMPERBAIKI  DIR/
SENDIRI DAN MEMBERIKAN MASUKAN /URUN REMBUG
DALAM UPAYA PERBAIKAN KONDISH DI ATAS. DEMIKIAN
PULA LEMBAGA - LEMBAGA LAIN YANG

BERKERENTINGAN. . DALAM. _ MEMBENTUK _ PERATURAM

PERUNDANG - UNDANGAN, AGAR MEUIHAT KEMBALI
ATURAN - ATURAN YANG SUDAH TIDAK SESUAI DENGAN
PERKEMBANGAN  SITUAS! MAUPUN ATURAN - ATURAN
YANG TIDAK BERPIHAK  KEPADA KEPENTINGAN

MASYARAKAT.




SUDAH BANYAK PERTEMUAN PARA PAKAR /. PARAf:‘fi_-

AHL; LA\LAM BERBAGAI BENTUK (SEMINAR SoKkAL
'_'_j_j':f"f_:_j;__-__KARYA SARASEHAN) YANG MEMBAHAS MASALAHf_f-_-
’?’:*i:_3':'_’TERSEBUT zAPi MEW‘API-\ V@N”lSE de BELW}:@;-

____.__;f;f'f_'_.f__fBERUBAH JU(‘A SEMUANYA BERPULANG KEPADA Klm
':'ff}?ﬁ-SEBA.K APAPUN ':_ _:-'-'H_AS;:L PEWK;RAN  ATAU HAS!L_}"_ |

PENELIT&AN JEKA TIDAK ADA TlNDAK ;_ANJUT MAKA.’-__--_'
A -TiDAK AKAN ADA F’ERBA!KAN | -

PARA PESERTA SARASEHAN YANG SAYA HORMATL

DI ANTARA SEGALA KEKURANGAN - KEKURANGAN

. SEBAGAIMANA [CIJELASKAN DI ATAS, SEBENARNYA KITA

MASIH MIMILIKI SECERCAH SINAR DENGAN FUNDAMEN

" YANG CUKUP KUAT, DAN SUDAH TERINTERNALISASI

SZE_CA'R_A MENDALAM SERTA SANGAT DIPATUHI OLEH
MASYARAKAT  YANG MEMILIKI IKATAN BATHIN KUAT,
VAITU NORMA ADAT/HUKUM ADAT.  DALAM SITUAS! YANG
SEPERT!I  SEKARANG INI,  BARANGKALI  INSTITUSI-
INSTITUSI TERKECIL, SEPERTI LINGKUNGAN KELUARGA,

LINGKUNGAN ADAT, PESANTREN-PESANTREN HARUS
(EBIH  MEMPERKUAT DRI DALAM  MENEGAKKAN
ATURAN-ATURAN /  NORMA-NORMA  YANG ADA DI
LINGKUNGANNYA.  POLA - POLA INTERNALISASI NORMA-
NORMA ADAT DAPAT DIJADIKAN ACUAN  DALAM




1F\lGiNTERNALiSASI HU%&UM NASIONAL GL,:H
_'_____’"’ffi.:_'-{MAsYARAKAT HUKUM NASIONAL TERUTAMA PERATURAN.%j‘Tj{f:_iffjf_'-'-__
7:"ff-.’{_::_j}:‘ZDAERAH AGAR SFNANTEASA MEMPERHATIKAN_'::_:f'_-}--:f--l'
"--‘*}NQWA I\ORMA mNW\ YA\:G TELAH HIDUR- DANfi:;:-;fi_}."l{fi__5.
&_::__.__ __--:--:-;__-__._:_:j-.:;B.ERKEMBANG D MASYARAKAT AGAR MASYARAKAT?‘?Jj-{}f'- 
f':.f.ff"_ir?:fQMERASA MEMEL:KI | B e

oL JIKA LNPKUNGAN MASYARAKAT TERKECEL SUDAH__'_”_'_-
__;_:_'-‘\A:MAsUHl NORMA YANG ADA DI LINGKUNGANNYA MAKA

© SECARA  KUMULATIF  LINGKUNGAN MASYARAKAT
 NASIONAL AKAN ~PATUH TERHADAP NORMA - NORMA

 YANG ADA.  KONDISI INI AKAN TERCAPAI DENGAN
PRASYARAT: ADA KEJUJURAN, KETELADANAN — DAN
KEADILAN YANG DAPAT DIRASAKAN MASYARAKAT. — JIKA
:_p'gA'S_YA_R'AT:'i‘;N_;f_ TIDAK ADA, MAKA TIDAK AKAN ADA
KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP HUKUM.

PARA PAKAR, TOKOH MASYARAKAT DAN PESERTA

SEKALIAN.

DISAMPING APA YANG TELAH DIJELASKAN DI ATAS,
CRANYA MASALAH BAGAIMANA CARA  MELINDUNGI,
VENGAYOM! DAN  MELAYANI  MASYARAKAT, SERTA
PENEGAKAN HUKUM DENGAN BAIK PERLU DIPIKIRKAN
BERSAMA.  KITA MASIH BELUM MEMILIKI  SISTEM

G




:.E:;:.':':KENAANAN | YANG BEROR!ENTASE KEPADA::"{?.:';:':;:{-..'._"{.
. SUPREMASI HUKUM YANG - SESUAL. DEN(:AN--'_'-ff_.:fJ-f}.. |
" *MASYARA&AT DEMOKRATIS PEMBANGUNAN SISTEM.
YANG QEQUAI DENGAN KeH .r;NDAK:fff:’.}"fl'ﬁ*_ 
. ;_.:ij:ASYARAKAT MASIH 'f}'MEMERLUKAN MASUKAN
. MASUKAN = DAR! SEMUA KOMPONEN AQYAR/—\KAT

KEAMANAN

___'__j__'.;_":.:_';'_;PEDOMAN  DOKTRIN - DAN SISTEM. KEAMANAN{,_:-__
o oMAsA LA SUDAH KURANG SESU_A_!  DENGAN

 KONDISI  MASYARAKAT  SAAT NI KITA PERLU
MENGEMBANGKAN . SISTEM- | Vf_—.mmmaa CYANG
. PARTISIPATIF, KEWENANGAN ~ YANG  JELAS,
 DINAMIKA ~ YANG SESUAI DENGAN FUNGSI DAN
 KEWENANGANNYA SERTA DIATUR SECARA JELAS,
© SISTEM ANGGARAN ~YANG MANDIRI  TRANSPARAN

: -_DA"J AKUNTAB!L AS

KITA BERPACU DENGAN WAKTU  DALAM
UPAYA MEWUJUDKAN SISTEM KEAMANAN YANG
BAIK ;.  KARENA DI SATU SIS] ANCAMAN YANG
NIHADAPI TERUS TERJADI  DAN BERKET\/ IBANG, SERTA

PERLU  PENANGANAN SEGERA, DI SISl LAIN  KITA
TIDAK BISA MENUNGGU  SISTEM KEAMANAN  YANG
DICITA - CITAKAN. JIKA  DALAM PENANGANAN
MASALAH KEAMANAN SAAT INI  TERKESAN
TRIAL  DAN  ERROR,  MEMANG  KITA SEDANG




'”""-:-"__;\ﬂENCARt CBENTUK _jv_nNu : sesum . DENGAN

] KOND!S[ MASYAR/—\KAT DFMOKRAHS

PERMASALAHAN PtRMASALAHAN SEBAGA MANA:_'_E::_'. '

'i;DuELASKAN ATAS ADALAH PERMASALAHANf;i;j??‘*_ |

'.”'YANG PERLU KiTA PIKI_R;{F_\_N_ BERSAM A DAL o
“--'..._.-..:SARASEHAN NI A - -

. TEMA SARASEHAN "PARADIGMA ~ BARU DALAm'-_‘_'
..'.'_.MEWUJUDKAN MASYARAKAT  PATUH HUKUM™
MEMPUNYAl  MAKNA YANG DALAM. KITA PERLU
© BERUBAH  DALAM  PENEGAKAN  HUKUM  DAN
 PELAYANAN HUKUM, . PEMBUATAN PERATURAN |
CERUNDANG - UNDANGAN, MAUPUN DALAM PEMBINAAN
HUKUM. KITA  PERLU  MEMPERHATIKAN  SISTEM
HUKUM.  SISTEM  KEAMANAN — YANG  BERPIHAK
CEPADA  RAKYAT, SISTEM  ANGGARAN  DAN

WESEJAHTERAAN. PARA PELAKSANA HUKUM.

SARASEHAN  KALI INI MERUPAKAN MEDIA

GUNA MENAMPUNG SEMUA  PENDAPAT  KOMPONEN
MASYARAKAT DALAM UPAYA MEWUJUDKAN

KEINGINAN MASYARAKAT YANG  SERBA AMAN,




© TENTRAM  DAN  ADIL,  AGAR  MASYARAKAT
 DAPAT  BERUSAHA  DENGAN  TENANG ~ DALAM
. MEWUJUDKAN KESEJAHTERAANNYA. = =

7 DEMIKIAN . HARAPAN © KAMIL - SEMOGA

© SARASEHAN INI 'MENJADI ~ MOMENTUM YANG BAIK. .

" DALAM  UPAYA MEWUJUDKAN MASYARAKAT = PATUH
HUKUM. ~ KAMI  MENYAMPAIKAN  TERIMA  KASIH
DAN - PENGHARGAAN  YANG  SETINGGITINGINYA
KEPADA  SELURUH  PAKAR, TOKOH MASYARAKAT,
BUDAYAWAN DAN SELURUH PESERTA
SARASEHAN YANG ~ TELAH  BERSEDIA HADIR SERTA
MEMBERIKAN  SUMBANGAN  PIKIRANNYA. SEMOGA
AMAL IBADAH BAPAK [ 1BU / SAUDARA SEKALIAN
MENDAPAT  BALASAN VANG  SETIMPAL  DARI
TUHAN YANG MAHA ESA.
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. Prof.Dr.Loebby Logman GEEIMI

ﬁ&:*Harus dlbedakan._antara. penegakan hukunl preventlf danf

'mﬁffpenegakan hukum xepre81f Sehlngga ada tlndakan penegakanﬁ'

:_ahukum berupa memberlkan pengetahuan hukum kepada masyarakat

.   ba1k dalam memebrltahukan tentang hukum yang berlaku; 
,ukegunaan hukum tersebut bagl nmsyarakat serta n@numbuhkan e
 kesadaran untuk mentaati hukum tersebut.

Dalam penegakan hukum dlperlukan Pengetahuan terhadap 
':perundangmundangan yang ada (Law awareness) dan dlmanan

undang-undang itu berada (law aquintance) .

Oleh karena itu diperlukan memasyarakatkan keseluruhan = =

tentang perundang undangan yang ada termasuk ketentuan 

_undang undang'jyang' ada dl bawah undang-undang ( Keppres,

'Permen_dsb).

2. Penegakan hukum tidak terlepas dengan faktor Materi
Perundang-undangan, Aparatur, Sarana-Prasarana serta Budaya

hukum dalam suaru negara..hulum.




H@fyang ber81fat kolcnlal Oleh karenanva harus dllakukan:

;E;penelltlan seksama hukum mana yang ma51h dapat dlgunakan dan
'-gﬁfmana yang ber31fat kolonlal ' ._' | ' :
:Dlsamplng 1tu dlpmrlukan melakukan pembenahan perundang—_
'iundanganr karena kebanyakan undang undang yang ada adalah

'ftermasuk dalam bldang Hukum Adm1n15trasm f

Ly f'Rancangan suatu undang-undang hendaknya digebar luaskan. RUU

_bukan sebagal hal vyang rahasia. Dengan demlkzan seluruh

'masyarakat akan dapat mengmkutl bahkan memberikan sumbangan_

--pemlklran terhadap adanya suatu RUU.

4, Banyak terjadi kewenangan pembuatan undang-undang, terutama
dalam bentuk yang lebih rendah dari undang-undang, yang
tidak gesuai dengan muatan materinva. Dimana materi suatu

undang-undang dilakukan wmelalul Keppres matau vyang lebih

rendah.




g DPR harus d:l_berlkan wewenang _untuk mengawas:L pelaksanaan'_:;_---'ﬁ_

suatu ketentuan pemndang undangan Termasuk t:_ndakan yang'?_':

--31'_'-:-Dalam penyusunan pemndang undangan : seyeglyanva dllakukanf_ff“_'

"'."'-.”-::-';dengan cara horlzontal Art:x.nya hukum dlbuat berdasarkan';'
K '--..E_-.__.::_"atas norma yang terdapat d1 dalam masyarakat Dengan.-;‘_.
. .".'..I__'demlklan yerundang undangan yang d:.buat bukan merupakan
" .ketentuan yang dlberlkan penguasa untuk warga akan.tetapl
norma hu um :Ltu memang merupakan ‘hukum yang hldup dalam__
: -masyarakat : Seh:;.ngga undangg undang yang dlbut tidak la:}.ni.--
: _ada_lah 1eg_3_.m_1ta_sm atas morma yang memang sudah ada dalam

- masyarakat.

7 - Meskipun perunda_ng-undanga_n dibuat atas dasar norma yang
hidup d4di dalam masyarakat, diperlukan suatu peﬁelitiaz_i
apakah hukum yang hidup merupakan hukum vang adil (just
iiving law) atau tidak adil (unjust living law). Pengujian .
ini dilakukan oleh akademikus dengan melakukan analisis yang

mendalam sehingga norma yang akan dilewbagakan dalam suatu

perundang-undangan merupakan norma yang memang seyogiyanya

merupakan ketentuan yvang harus ditaati oleh masvarakat.




-v]fketentuan harus dlland351 oleh asas yang memang- menjad1 _'

10.

;'-7Pengujman terhadap suatu. norma seharusnya dllanda51 oleh7"'

tjasas yang merupakan dasar kehldupan bangsa Asas dasar suatuﬂ

__ 1andasan hldup bangsa Adop51 ketentuan dar1 luar hendakaYa,
HdlUJl dan dlsarlng berdasar atas landasan pr1n51p kehldupan 
 bangS” j'menthnya tldak mmnyanplngkan perkembangan gloua¢f

7agar ketentuan yangmemuat norma kehidupan bangsa dapat

disejajarkan dengan perkembangan dunia.

Juga perlu diperhatikan dalam pembuatan undang-undang adalah

jangan sampai memberikan kesempatan yang tak terbatasi bagi
para penegakan hukum. Harus ada ketentuan yang limitatif
sehingga ketentuan penegakan hukum harus didasarkan atas

ketentuan yang sudah limitatif dalam undang-undang.

-Banyak -hukum yang tidak sesuai -antara hukum itu sendiri

dengan kebutuhan atas hukum tersebut.

Setelah ditentukan hukum norma dengan sejelasmungkin barulah
dilakukan pengaturan sanksinya. Penentuan norma harus jelas
di bidang hukum apa suatu ketentuan perundang-undangan

dibuat. Penentuan bidang hukum diperlukan agar semua

ketentuan yang diatur mempergunakan asas hukum tersebut.

Apabila dibuat ketentuan bidang Hukum Administrasi, maka




“” f 5b1da.ngukum Pldana{

Qﬁjperundang undangan tersebut

:asas hukum admlnlstra81 harus mendasrl ket@ntuan perundangw:;

':’-3fundangan tersebut Demlklan pula apablla dlbuat ketentuan dlf

asas_hukum pldana nmndasar ketentuang.

'31}T1dak: menutup kemungkmnan. adanya penylmpangan asas. Akanf"

i),

'tetapl Suatu penv1mpangan atau Dengecuallan suatu asas harus_
:mempunyal alasan yang memadal
-Eksekutlf mempunyal tlga fungsi. Pembuat Undang-undang,

P@?lak_san??rwa serta pelaksanaan keputusan hakim. Sehingga

di siﬁi diperlukan pengawasan.

Tentaﬁg_sumber daya manusia, khususnya para penegak hukum, .
sejak semula harus dilakukan suatu rekruting sesuai dengan
masyarakat yang dikehendaki yaitu masyarakat madani. Penegak
hukum disiapkan sedemikian rupa untuk menjaga norma dalam

masyarakat madani. Harus diciptakan doktrin yang jelas bagi
para penegak hukum, terutama dalam penegakan di bidang vyang
berbeda-beda dalam kehidupan masyarakat madani. Akan berbeda
pelaksanaan penegakan hukum terhadap peristiwa vang

menyangkut kejahatan biasa dan peristiwa vang menyangkut

kehidupan ketatanegaraan. Meskipun dari segi yuridis tidak

pernah ada pembedaan dilik politik dan delik biasa. Di dalam

masyarakat tidak bisa tidak akhirnva ada pembedaan tersebut.




'_rlunyafpenlngkatan profes;onailsme SDM Terutama paratg“

;Diﬁér;ﬁké'. danya pendldlkan yang terpadu”r

ufpenegak hukum

1s¢hgnggajfapa_,jéﬁéf'sedang dlrencanakan: membuat sua u¥ _

prasarana yang nemadal Dengan adanya pendldlkan satu at p}g

ﬁ_lharapkan adanya persamaan persepSl dlantara'para P@negaﬁf

':]hukum termasuk para pengacara/pembela SlStlHl magangff
merupakan hal yang patut dlperhatlkan dalam penlngkatanf

:_ Pr°feS1Ona11me O E—— [___mmf _”_ _f_f__ 1_1___”__”_ﬁm'h_

f  ¥;2;'gSarana dan piasaréna jugé merupakan salah satu faktor dalam.
...._;efektlfltas hukum dalam. masyarakat Dengan :ketentuan
.perundang—undangan vang baik,  aparatur yang profesaional
'ténﬁa ”mereka mempunyai sarana dén prasaran vang memadai

akhlrnya penegakan hukum akan sia-sia belaka. Terutama harqu

_ada sarana dan prasaran yang merupakan alat sejauh mana para, 

'penegak hukum dapat melaksanakan tugasnva.,

13. Budaya hukum dalam masyarakat tentunya Jjuga harus
diperhatikan sejauh mana masyarakat memberikan pengertian

atas hukum. Banyak masyarakat masih menganggap bahwa hukum

adalah para pejabatnya. Sehingga mereka akan mentaati hukum

apabila ada petugas hukumnya. Sedangkan apabila tidak ada




' 'fpetugas mereka menganggap apapun  yang aiiakﬁkaﬁ_ ad§$éh .

.“'n'bukan hal yang melanggar hukum

"f,fMen01ptakan budaya hukum tldak sekedar memberlkan penyuluhan;:

” ﬂ ;hukum belaka Akan tetapm harus dlkembangkan darl kehldupanf'
'*fseharl harl Terutama dengan nmmberlkan suatu panutan olehfr

' “  para pejabat yang pada waktu sekarang 1n1 dlanggap sebagalf

~fhal yang selalu menjadl tuduhan ketldak tertlban dalam.'

14,

'Zmasyarakat “Hak asa31 manusza sejauh ini masih diartikan hak 
'warga. yang dllanggax' ol@h. paxa. pemguasa Pelanggaran 11ak

"asa51 dapat dllakukan oleh seseorang terhadap orang lain.

_Mencxptakan suatu masyarakat tidak mungkin hanya dengan_

ketentuan yang dibuat oleh penguasa, akan tetapi harus
timbul dari kesadaran dalam masyarakat. Para pemimpin tidak

lain adalah fasilitator menuju masyarakat madani. Demikian

pula supremasi hukum dalam negara hukum harus timbul dari -

magsyarakat itu sendiri. Sehingga seluruh komponen dalam
masyarakat, termasuk mereka yang bergerak dalam politik,

menyadari hal ini.

Jakarta, 2002
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kewajiban ! Kewajiban hak

Yy

plentzatr taia interalsi

4. " yang dintar oleh
HUK UM

(terwujud patuh hokum)

5. Masyarakat patub hukum




Patuh hukum d: Jalzm mva {iapqt _ BT
”‘Vlenjadl kerangka dasar. i}f}g:
s ml\um-u_nmn Kerangia |

Pnneaa}@n hul«um (.u Ia}an Raya d;apat menjad et

I\emnvka dasar peneﬁakan hukum
B.&gl kerangka 33}10 lu&\ (N

l
‘17 }

B "}iu.k'um iaiu: iiﬁtés jzﬂan rayéi menjadi contoh
- Stimulasi bagi konfigurasi presentasi hukumn
D bzdang dan cektor lainnya

*POLANTAS
- pepegalk hukum di Jalap Raya
- «ontoh dasar bagi yang lebih huas |
- stimulator ~ bagi  persentasi  hukum -
dibidang/sektor lainnya,
- Sufradara penegakan bukum di lingkungan
tugas kepolisian

Contoh:  ada  kewenangan  membuat
peraturan kepolisian secara mendadak, guna
mengatasi masalab lalu lintas

Viaxnanva, apadila secara tferencana dalam
skala yang lebih luas.




POLA}NT L’\‘S da;;at men]adj

"~"'3Penomsah pmseq ketaataan hukum ch Eaian ]
.' :"_'-Rayd o
e 'Pehndung peianggaran hukum dz Ja!an T
. Raya .
---_[vaa}xator muncuima peianwgaran hu}«.um_..
barp di Jalan Raya - .
- Sutradara pelangearan hukum di Jalan e
'Raya dengan berbagai skenario p
o - - Konfigurasi pelanggaran hikum menjadi
2 - ~ hal yang umum dan wajar
- Hukum di jslan raya ada padz para
4 , pengguna jalan, bukan ppds  jnstrumen
- Kadang-kadang ada Polaptas ada hukom,
tidak ada Potantas tidak ada hukum.

KESIMPULAN ;

1. Undang-undang Neo. 14 tshun 1992 perlu diefektifian
dengan mencabut Perpunya.

2. Penegakan hukum di Jalan Raya dapat _menjadi wajah awal

penegakan hukum bagi sektor lain.

Perlu ada tekad yang sama diantara seluruh komponen

bangsa untuk penegakan hukum,

Drengan No.3, akan tumbuh kepatuhan hukum

Dengan MNeo. 4 tumbub masyarakat patuh hukum

(8]

@







AMA? "*f‘"f“ﬁ‘fSIuNALI
ARAKAT PA ATUH HUKUE‘N =

| PWDAH ULUAN

Barri suku barwsa Me}d U Umumnya dan ban:aa Indoneaxa khususnya, hukum .

- vanb dzanut Sejak _}aman dahulu kala, yang oleh ilmu penﬁ*mahuan belu*n daﬁa‘t-'.‘

: 'duentukan adalah apa 3 vanfr dev,a:,a ini dikena! dengan sebutan Hukum Adat. Hukum :

' ini ’ncmpakan modei hukum ’ang, lain daripada model hukum yang ada di dunia

_ | _ (Koesnoe 1992: 4] Hukam adat menjelmakan perasaan hukum vang nyata dari
e ral_\ya_t, da_n teru_s—m_enerus dalam keadaan tumbuk sepertt hidup rakyat itu sendiri.

Hukum adat sebagal terjemahan dari istilah adatrechs yang dikemukan oleh

van Voﬁenhoven ‘nencancimfr dua unsur, yattu unsur hukum asli pribumi dan

bamau—bagxan vanc bersangkutan dengan agama (Van Yollenhoven, 1981: 8). Sejalan
dengan pengertian hukum adat tersebut, perumusan hukum zdat dalam Seminar

Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN, 1975: 250)), Hukum adat

diartikan Hukum Indonesia Asli, yang tidak teriulis dalam bentuk perundang-
=, = E fim

undangan Republik Indonesia, yang di sana-sini mengandung unsur agama. Dengan

demikian hukum adat sebagai hukum Indonesia asli tumbuh dan berkembang secara

urun-temurun —-dalam Tasyarakat; yang berpangksl “dan nenek moyang bangsa
Indonesia sehingga mempunyai sifat tradisional

Kaitan hukom adat dengan Pembangunan Hukum Nasional dalam bentuk

peraturan perundang-undangan; pertama, hukum adas merupakan salah satu sumber

uirtuk memperoleh bahan-bahan vang berupa konsepsi-konsepsi dan asas-asas untuk




: dxrumusLm uaiam uorrra-nomm hUI\qu yasw memenuhx Aeoutuhm} *nasyara at mas«._-_*_

1 dan mendatanir

kcdua pentmunaau

i dmmdem;:,u __dan dzsebuai“"n denmnkebu han LHIHE!.H i ;,anpa mengh}lan(rkan cm'f._."’--

'-_*-__Dc:noan demmmn dalam Pemuanvmm s.:if.um Naswnal hukum adat *nemadl e

Iembaga-]embaga hhkum a dat yanor_._'__. o

bah r'ua‘lan- dalam De‘nbentukan Deratman pemudang}-undanfrah seda*xgkan 0

':Iembaga-lemuaoa hm\um 'adat seaem lanbaga keamanan tradisional yang =

.'-_diScsua kan dcwan pei kembangan zaman dapat dif;unakan dalain penegakan hukun. |
' Pemga;\an Hukuri aualah suatu. .prc_}se_:, untuk memuucﬂmﬂ kemnginan-
'kenmma“x hukum Luéhjadi ken yataan {S _pao Ra‘iardjo 1993:24). Penegak hukum
~dan iembaga kea‘nanan iraulsxorz.,l 'ns,mpunyax fungjsz untux melancarkan bekerjanya
.SIStG“] hukmu dalan masyarakat “wncgakan hukum adat yang adil dan bijak
-menja_clz_ panm_an bagi masyarakat, Oleh karena 1tu, para penegak hukum dan aparat
_keaman"“ tradisional mempunyai peran penting bagi tegaknya hukun yang menjadi
landasan dalam ydenggaraan pemerintahan guna mewujudkan kesadaran hukum
dan kepat_uha_n hukum masyarakat, -

R - Kemajuan ilmu pengeraliuan dan teknologi berpengaruh terhadap masyarakat
'Indonesia vang bersifat majemuk, vang menimbulkan perubahan pada berbagai
aspek kehidupan, seperti pada aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan.
Pada saat ini, situasi keamanan masyarakat dirasakan sangat memperihatinkan. Oleh
karena 1tu, hukum adat dipertanyakan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan
hukum masyarakai terutama dalam sistem pengendalian keamanan masyarakat.

Berdasarkan atas latar belakang tersebut, uraian tentang hukum adat dan lembaga

keamanan tradisional merumuskan punnasalahan sebacral beukut (l) Bagaimana
wujud Hukum Adat Bali sebagai suatu model hukum adat di Indonesia? {2) Apa
peran fungsionaris hukum adat dan aparat keamanan tradisional dalam penegakan
hukum adat? (3) Bagaimana prospek hukum adat dalam lingkup hukum nasional

dalam mewujudkan masyarakat vang patuh hukum?




-'.”-';:_MGMEL HUKUM ADA BALI

: 'Daiam ke‘"udupan bzmasa lﬁdunesza Dada bag,;an"yaug palmor bawah ta111pa1<_':'_:-.____:5-

' tetentu dan duma ma;eu x_ara erbam umuk me“laham} penlaku nu adah dennan :

::.mehhm' elompok 1tu masms_-ma:,nm seba Sam kesatuan Kelcmpo& yanﬁ

-'.demzkmn dmamai\an nersex\uman ukum ucc!:twemeenschappen) Adanya kesatuaﬂ_.l_- .

: _1tu dirasakan sebacraz sesuatu yang ﬁarus txdak terimta.s di pxeran waruanva untui{_'f :_3.}
._membubarkannya (I‘er Haar 1968 15 T\f‘aham 1991 60} Persexcmuan dtu texjadl'_:

: 'karena t1ga faktcr yax‘u faktor genealoms fa}xtor terltoria! dan faktm campuran .
.genealogls Lerztomal Sebaﬁaa ce‘noh Derseku‘uan hukum zalah desa di Bali, ada desa

yanc terjadi karena faktor gereaioms seperti Desa Tenganan Pegringsingan, dan

. sebagian bes;;r deSa»desa di Bali iefjadi karcna 1akt0; terrtorial. _

_ Ishlah desa di Bah mengandung dua nememan pertama, menunjuk kepada -
adanya suatu desa yang hidup secara tradisional sebagai perwujudan daripada
lembaga adat yang dikenal dengan istilah desa adar: kedua menunjuk kepada adanya
suatu bentukan desa administratip yang eksistensinya tergantung kepada kehendak
penguasa daerah, yang dikenal dengan ‘istilah desa dinas, yans semula merupakan |
Repai bakalan,

Pengertian desa sebagat persekutuan hukum adalah desa adat. Desa adat di
Bali berdasarkan hak asal wsulnya mempunvai otonomi asli sehingga berhak
mengatur rumah tangganva sendiri. Dalam melaksanakan pemerintahan, desa adat
dapat membuat aturan sendiri yang disebut awig-owig, vang dijadikan pedoman
berperilaku bagi warga desa dalam hidup bermasyarakat.

Dalam literatur hukum adat istilah “rechisgemeenschap” lazim disalin

sebagai persekutuan hukum, yaite suatu kesatuan kemasyarakatan yang mempunyal
wibawa (aurhority) dalam kreasi, pelaksanaan, dan pemeliharaan hukum, Oleh karena
1, desa adat bukan badan hukum biasa, melainkan sebagai badan hukum yang
mempunyai kewibawaan dan kreasi dalam melaksanakan dan memelihara hukum.

Dalam persekutuan hukum itu,, hukum adat dibentuk melalui suatu proses abadi




berdasarkan suatu Leputusan pejabat yang'.

mempertahankan hukum atau menyelesalkan per;ehszhan

mempunyal wﬂay h sendlri yanor_._-

2;;3-' .

;-'Bemaxc Linftu_k_ mengurus dan mengatur pemerintahan dan rumah tangganya
- :'.;..s__e_nmn s . _ SR | |
3. Berhak memilih atau mengangkat kepala desanya atau majelis pmerintahan

sendiri.
‘4. Berhak mempunyai harta benda atau sumber keuangan sendiri

Berhak atas tanah sendir

[#5

Berhak untuk memuncut palai\ sendm

o

-Desa di Bali dipandang dari sudut adat merupakan lembaga adat, dan bila
| 'dipandanc dari sudut agama merupakan lembaga agama, vang keduanya memberi
tatanan, isi, dan jiwa dari kehidupan desa (Dherana, 1995: 32). Unsur adat tampak

adanya beranekaragam kegiaten ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan oleh

warga desa. Sedangkan unsur agama dari desa adat tampak pada adanya tempat

pemujaan bersamia pada Kahyvangan Desa atau Kahyangan Tiga tempat pemujaan
kepada Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa dalam manifestasinya
sebagai Tri Murti, vaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa.

Setiap desa adat di Bali mempunyai aturan-aturan sendin vang disebuty awig-
awig, vang tumbuh dan berkembang dari rasa keadilan dan kepatutan masyarakat.
Setelah tercipta awig-awig yang mempersatukan warga desa, maka pelaksanaan dan

pemeliharaannya dapat dilihat dari adanya alat-alat perlengkaapannya yang disebut

benbawa daiam “apat-raya; mtuk g

Svarat -8y arat suatu desa aebagal persekutuan hukum harus memthkl heberaaa.:_-' & :

ditonukan oleh tatsbass yang

prajiii desa.
Awig-cneig desa adat merupaken pencenminan dari jiwa masyarakat, yang
bercorak sosial religius. Landasasan filosofis awig-awig desa adat alah 7w Hita

Karana (t1ga sumber kesejahteraan), vaitu hubungan manusia dengan Tuhan Yang

Je




KR! _}Csa -(2, .ut":‘Si yadfwa bc,rupo. persembahan kepada para Res;. (3) Pitra vadnva -

3 :: de!"”—'.d

. melmuu lm

e untuk melakukan beibafaz ke.qaatan ekonorm sos;a} budaya, dan agama

: '.-Maha Esa tampak ;)ada berbaga; upacara ‘y’aﬂ“ dlkenai dengan 1st11'1h Panca }’adn}a

';‘\/Iaha Esa hubmgan mamma.d&noan sesa*na m’musm dan hubungan maﬁusm v

n alam 11n0kungannya

Kematan warca desa dalam Hubuqoan antara manus;a dengan Tuhan Yang <

' yaltu {1 )Dcwa mu’ﬂw b ma berbagal pers»mbah yangaﬁ Remda Tuhan yang Maha

: berupa persembahan keuada geluﬁur (4) Mamm izacmya berupa pertolonaaﬁ kepada: o

saismva seperti tumbuh-tumbuh

-sesama manusia, dan -(S‘ 'th::a -ﬂyadnya, bempa persembahau kepada alam dan

aix dan hewan.
Kegiatan warga desa dalana hubungan antara manusia dengan sesamanya
tercermin pada kehidupan gotong-royong, rolong-menolong yang terhimpun dalam

be rbagai bentuk sekeha {orgamsasx) yang mehpuu berbagai bidang kehidupan seperti

- ekonomi sosxal budaya, dan agama.. Dalam perkumpulan itu warga desa dapat

berkreasi untuk menyalurkan bakat-bakatnya demi kelangsungan hidupnya.

Warga desa dalam hubungan manusia dengan alam, baik dalam lingkungan
fisik maupun lingkungan sosial, merupakan tempat bagi warga desa untuk melakukan
berbagai kegiatan. Mengolah dan memelihara alam fisik sebagai sumber mata

pencaharian dan sebagai tempat pemukiman menjadi hak dan kewajiban setiap warea

_ﬁnffan fi51k dan hngkun oan soszal yang men_;adi tempat baﬁ warga de—sa_zg_fﬁ'f S

desa Linghungan sosial menjadi tempat bapi wargy desy vntuk islakukan berbaga

kreasi yang melahirkan karya seni budava.
Awig-awig desa adat mengandung unsur tradisi dan unsur agama, yang
mengatur hubungan manusia vang bessifat vertical dan horizontal. Bentuk awig-awig

desa pada umumnya tidak tertulis, tetapi dewasa ini setiap desa berusaha menvusun

Lh




i __':awzg~mw€f dalam bE‘ltng ter‘uhs dan merunakan su.atu persvarata‘i bam deaa »ans.q__.-.'

i dahulu peﬂu dipahann seoab«&bab suaa.i ketentuan hukum ztu ditaati Secarq ieoretzs ; "f': i

".'ada bermauam SEbab mezmam orano memaatx hul\um pertama maswarakat

'.'.imewujudkan ketenteraman kedua, masyarakal meutaati hukum karena kaeda h-" .
kaedah uu mencanduno paksaan (sankSi ) sos1a1 seh;ngﬂa o;ano merasa malu jika
tidak men Laahma ' ' _
""" Dasar-dasar I\@]’)aﬂlhaﬂ warga masvarakat lxepada kaedah-kaedah hukum
menumt Biersteda (Soer_;o 10 Soekanto, 1983: 323} dikemukakan secara rinci, vairu
{1 Inao_ctriff;mo;:_, ialah karena orang diberi indoktrinasi sejak kecil agar mematuhi
k_aé&ah—kaedah yang berlaku dalam masyarakat; (2) Habituaiion ialah sejak keci
rﬁan_us_ia mengalami sosialisasi sehingga menjadi suatu kebiasaan untuk mentasu
kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat; (3) Usliry ialah karena kegunaan dari
berperﬂa (U yang pantas dan teratur sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku; dan
) Gi‘o__up ldenigfication: ialah karena kepatuhan kepada kaedah hukum merupakan
sarana uniuk mengadakan identifikasi dengan kelompok.

Warga desa adat yang hidup rukum dengan sesamanya, saling tolong-
menolong dalam kehidupan bersama merasa bangsa diterima sebagai warga vang
baik dalam komunitasnya. Awig-awig yang tumbuh dan berkembang dajam
masyarakat sendiri menjadi pedoman berperilaku bagi warga desa. Penyimpangan

terthadap awig-msig dianggap sebagai perbuatan yang tercela dan vang dianggap

3

mengganggu-keseimbangar-magis: Olelrfaremrin: setiap Wargs dess Vang patuh
pada awig-cnwig dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

Sanksi adat berupa veaksi terhadap desa adat umtuk mengembalikan
keseimbangan magis yang terganggu. Jenis-jenis sanksi adat vang diatur dalam awig-

awig antara lain: mengaksaima (minta maaf), dedosan {denda uang), kerampag (disita

anya _Larena dirasakan sungc'uh—sungguh sebacal hukum _yaﬁc _d_apa_L




. _-'harta bendanya kesepel‘aﬁ'(tidak dia_]am bmara;

n .."__'5:dapat d;uanma kembah men_;adi warcra desa. I

daiam wakm tertentu ﬁarzo;‘anmﬁ_

: -;'3_-_'_'"esaiahannv._ dan be;sedza_memenuh san adat yang _dzke‘lakm ' mal\a" mereka:

enerapan sanks: adat bavl orano yang'-

0 ":.'melan;zgar awzg—aw;g: dilansanakm oleh Bendem adczt melalux pammau desa Oiﬁh e

et '-.karena hu keteﬁasan Bemiesa Adaz menerapkau awzg»ms’rg secara adil dan bljaksana .

i merupakan salah satu factur yamr menyebabkan au?fg—cm :g .tu dhaatx oleh Warga R

_ fdesa IR

PERAN PUNGSIONARIS HUKUM CADAT DAN LEMBAGA I\EAMANA’\? s
© TRADISIONAL ._ _

| _ Avwo-au ig desa adat di Bah sebagal Jhukum  adat dzial\sanakan oleh

i'uncrsmnar;s Hukum adat valtu prajuru desa beserta pecalang selaku jagabaya desa.

B S_tmkmr Prajury desa pada wmumnya terdiri dasi bendesa (ketua), perajul (wakil
ketua), pemyarikan (sekretaris), patengen (bendahara), dan kesinoman (juru arah).
Prajuri  desa  mempunyai fungsi - untuk - menjalankan - pemerintahan desa,
gienye_le_saikan sengketa atau perselisihan diantara sesama warga desa, menentukan

| 'sankéi édat bagi oraﬁg yang melanggar awig-awig, dan menjaga keamanan desa.

Pecalang sebagai jagabaya desa berfungsi untuk menjaga keamanan desa.
Identiias pecalang tampak pada atributnya yang mempunyai kekuatan gaib yang
bermakna simbolik keagamaan. Bagi warga desa vang dipilih menjadi pecalang
merupakan suatu kebanggaan, karena dapat menunaikan kewajiban memelihara

keamanan desanya. Pecalang tampak dengan jelas ketlka bertugas mengamankan

pelaksanaan upacara adat dan agama sn,hmcvga upacara beijaian dencran Iancar dan
hidmat,

Istllah pecalang berasal dari kata celang vang berarti tajam indrianya,
terutama indria penglibatan, pendengaran, penciuman, dan perasaan. Pecalang

sebagai jagabaya desa adat mempunyal tugas menjaga keamanan pada lingkungan




palemahan {.mlayah) desa adat (Suparta 200{)) Oleh karena 1ta pecar’ahg dalam__- '

'_'me;a}xsanakan tuszasnya selalu awas dan waspada terhadan segala mara bahava yang.}f.

__mengancam dcsanya "

B -'melaksanalgan keaaa;an yang berkaltan den,c.an upacara adaf dan agama Setelah’
'kebmuha'l masyarakzu aemal\m kompleks tu;:,as pecalanc’_ mehput; menja :

o keamanan dalam berbaom keé,mtan kemasyarakatan Oieh isarena itu, peca!anrr ndak

cukun hanva memlhk; Lemampum umu}x menjacra keamanm dalam meiaksanakan S

B keg_xagan .upauara dalam bidang adat dan agama :sa_ja, tetapi juga harus mempunyai -

kemampuan untuk menjaga keamanan wilayah desa dalam melaksanakan berbagai
._”kegiatan sosial.
e Dewasa ini pada berbagai desa adat dibangun pos-pos pecalang sebagal
tem;)at pen_;a aanl pada tempat-tempat yang strategis sehingea mudah melakukan
pengaw_asan tethadap segala kejadian didesanya. Keberhasilan pecalang dalam
mengamankan berbagai kegiatan sosial, apalagi vang bertaraf nasional,
menyebavkan lembaga pecalang semakin bergengsi. Oleh karena itu, setiap pecalang
‘wajib melaksanakan tugas dengan bersunggub-sungguh, dan berupa mencegah
adanya orang yang menggunakan nama baik pecalang untuk melakukan tindakan
yang tidak terpuji.

Mengingat tugas pecalang semakin berat, maka lembaga pecalang yang
sifatnya tradisional perlu dibenahi dan disusun dalam bentuk lembaga yang tangguh,
agar dimasa yang akan datang mampu mengamankan wilayah desa dari berbagai
ancaman yang membahayakan keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, setiap

pecalang agar mempunyai pengetehuan vang luas teniang strategi keamanan,

'_ngan masyam. t vang semakm kompleks berpencraruh terhadap'_:_j__'f' :

- ..:_.._'.'keamanan desa.. Tugas utama pecalang ialah mtuk menjaga Leamanan desa dalam'

sehingga mampu menjatankan tugastya dengan baik dalam mejaps Yearanan desa;
daersh, dan negara.

Masalah keamanan bagi masyarakat Bali menjadi prioritas utama, karena
Jumlah penduduknya semakin bertambah dan heterogen vang memungkinkan

terjadinya kerawanan desa. Dalam situasi yang aman masyarakat dapat berkreasi




_' masvarakai udak te—uelam ban}\an Wisatawan maﬂcaneﬁara tida ada jyanw datann ne e

"18 ara samat u '
tug

E tenteram dan temb

dan aohdantas 3a Q inggi. Deng SE‘luO\’ahG ‘ndup mi..ruarfunc- submran faka’,

\sen%ib dan aenenanggunwam mereka hxdup tolonsz—menolunc dt’:}i’l“aﬂ sesamanya,

- masyarakat. hul«.um adat yang berlaku di Bah dalam bentuk awig-awig, berfungsi

mauca necrara Sebaizkn‘ya dalam :,miam masyaiakat yanv udak aman mcnyebabkan

n dzm re}e n meﬁva" "n koordmam dmam'-'melammakan

ya Uuna mewu }udkm} k«.amanan aehmazua tercmta kemdupan masmrakm Vanu

nemuupa_n Sjaia.:\ai uatﬁf‘ﬁi \r\.aua.h GEScL adat mcmpmwal S]fa{ ke‘oersagnaan . =

=

daiam ::ItLlaSJ suka maupun duka,

DBSa adat b m'-‘i kesatuan masv“'*“k"t hukum adat mengandung arti bahwa

i

seiumh Warga desa adat grikat oleh hukum adat yang tumbuh dan bekembang dala

'sebagaz_.pemersatu warga desa dan di dalam persatuan itu mereka mendapat
perlindungan déri desa untuk beinteraksi dengan sesamanva dalam pergaulan
hidupnya.

Ist awig-awig desa adat meng,andunf“ nsu U"&dlSl dan unsur agama. Unsur
trad151 yanaf“ sudah ada se SE] k dahulu kala k:m dan yanaga akan daLancr secara turun-
tem_urun vang hidup dan berkembang dalam masyarskat menjadi landasan
terbentuknya norma hukum adat. Mayarakat hukum adat di Bali mempunvai satu
kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup yang berlandaskan Agama Hindu
dalam ikatan Khayangan Tiga vaits sebagai manifetast tempat pemujaan kepada Sang
Hyang Widi Wasa /Tuhan Yang Maha Esa dalam wujud Tri Murti yaitu Brahma,

W isnu, dan Siwa.

Kegiatan pecalang - tempo-dulu-berkaitan - erat- dengan-keamanan-desa-adat-— oo

dalam melaksanakan berbagal upacara adat dan agama. Pecalang dalam
melaksanakan keamanan dess adat pada dasarnva sebagai manifestasi kegiatan

pecalang di alam niskala, seperti tersurat dalam Loniar Purwadicama (Suparta, 2000)

w3




a seuap blldl. adaiah Cct‘h.ll th.

B

H.l.td .:} ;

4. Di Barat, 'Laiit__'_'{_‘f\_-iajé'abya},.--B_h_u_ Pcmura,ksa atau "v’la;‘;ukmkSa (be;mtﬁm-.-_; .

f;ecm’m-w pada desa adat, sesuai dengan tugas

1 -_'iska‘;aﬂ _13_*.:;15_& _ju_miau _;ac nu yanw be“iwfaa setiap hari sebanyak 8

0s masit g~masmg. Apab:]a ada tanda-tanda vang .

'_berbahw-'i, JLtUJdS Jaca! 12 dapat ditan b h daﬂﬁan kelipaian delapan. Jumlah

U -pcca;m g }' g d;tuoaakan paga setiap u pacara dxseaumkan dengan besar kecilnya

upacara.

Bu&r yang dl}\:‘h&kaﬂ pe az’mrf menwandung makna simbolik keagamaan

dan hadlSI masvan\ala adal amam ia

L Deatartaden ¢) bentuknya mejejaicran, mebebidikan, atau madara kepek, dan

“berwama selain putih.

2. Baju sgjenis rompi tidak memakai kancing

3. Kampuh poleng {loreng)

4. Wastra (kain) akancit nyotot pretiwi (rancing)
5 Muase 21 {mengenakan) kadutan (keris).

6. Masumpang {(berbunga) waribang {pucuk merah) di atas daun telimga kanan,

atau pada lelipaian udeng.

identitas pecalang tampak dari busana vang dikenakan terutama pada kampuh

10




SRR ofeno vans men andunr“ mahn'a akr'I XJam '*}oleno terdm '.'dar: tra Warna afa.ll 3
P St _ : _ £a. L

:lfr:dam" yain wama mexah hnam dai’l :utzh -"‘w ama merah mem,anuunﬂ kekuatan

o zirpeu’u 1

ien e ';;_pada berbabaga1 keﬁaatan upa,cara 1a1n bemma be;;a;zo frrdatu yang. dgadlkan"" =

' “'oeia'af‘ Beuda—benéd smlbolm serupa 1€u dxya. ;m mampu meweiamaﬂcan manuszaf'“ e

s :'_dan gancguan yanrr datang dan 1u¢ 'sehmgoa ierhmda; dan mala petaka Dengan i

Tug,as peca;ah menurut konsep ara "1 Tattwa A.f.:ama Hmdu dl Bali ada]a‘l

. 'acbagm benkm DA . _ :
-':-1_ ’{mu Ayu Tangkeb Lanou :au sermfr disebut Ratu Ayu Kereb Langit,

Penyam,an Agung, Ancrlurah Agunr - bertugas sebagai pengawas dan

2. Ratu Ayu Wayahan Tebeng (Teba), bertugas sebagai pengawas dan penguasa
‘hutan, sawah, dan tegal.

- 3. Ratu Ajm 'Made Jalawung bertugas sebagal pengawas dan penguasa laut,
.'daﬁau, _simgai, kelebutan {mata air), jurang, pangkung (sungai kecil), dan
iejeng {tébing).

4. Ratu Ayw Nyoman Pangadangas, bertugas sebagai pengawas dan penguasa
balian (pengobatan), pragina (penari), Jurie gambel {penabuh), wndagi
{pertukangan).

5. Ratu Mas Ketut Petung atan Ratu m as (iltmaya, bertugas sebagai pengawas

dan penguasa pasar, reiifen (pasa Recﬂ) dan sekaligus sebageu Dewamrig
Melanting (dewa pasar).
Bitinjau dari tugas pecalang di alam niskala sesuai dengan Tattwa Agama,

maka tugas pecalang pada desa adat meliputi, wilayah pemukiman desz adat

11




o "f.termusuk hutan SaWah dan iecal _Me‘l_;aga kemnanan pada keﬁia‘ian ekonom1 305131 }. o

dqlarh berLesermn dan pertukangan

dan badava, se;}er*i pasa; d n profes; manusza

i Tuﬁas pr. calam:»r desa adat yanﬁ memm tugas pecalang dx alam 111skala beraﬂ :

’eter‘_1ban alam. dan 'lmgkunﬂan usik,'

: mehpuu tugas mengaWasx eamanan dan_

laku _warga-:desa se*ta waroa _am #ang

i anum daﬁ pos Denjagaan dnempatkaﬂ pada tempat yaug stratems

i suu351 deba_;-yana rawan wdrga desa 1kut mﬂa melalxunan Luﬁas_' '

ari _"a;;,r dosa Pecaiaﬁg menjag,a wzlayah dusa pada delapan pengaru mata:._-_. 5

. Dellja“aa‘l "v‘ang dLbebUL magenwah Dad.a 1‘1&13‘11 han Ixemmsertaan ‘wafba desa DT

un*ux\ memag" "’ilayah d€Sa menunjuhkan adanya tanggunﬁ jawab sexum‘i arga

) deaa atas keaeiamata‘l desanya E;w:leban warga desa megaknkan tugas ﬁengag aan
“ ;er iadap desa'm meru;mkan t)engenmnan dan tanggun Jawabma yang tumbuh dari
: eSadaran aebaﬁaz warga desa yang taat pada mz;g-mwg I
'Apabna terjadi. pencunan benda~benda suci ‘di wﬂayah desa adat, pecalang
segera —neianorkan kejadian itu kepada Bendesa seian_; ut Bendesa atau prajuru desa
.menukui ailkul bulus beberapa kali agar waiga desa siaga untuk menangkap
s;pe_uc-_uﬁ. Sanksi adat dikenakan kepada sipencuri oleh bendesa adat melalui
patuman desa, anatara lain mengembalikan bamang yang dicuri, dan diwajikan
‘nenanggu g biaya upacara prayascita (ber51h desa). Penyelesaian kasus pencurian
lebih ;angut dapa‘{ diserahkan kepada kepcyhslan untuk diproses berdasarkan hukum
negara.
Ditinjau dari peraturan perundang-undangan, berdasarkan Peraturan Daersh
Propinsi Bali Nomor 3 tahun 2001 tentang Desa Pekraman, pasal 17 ditentukan
bahwa keamanan dan ketertiban desa pekraman dilaksanakan oleh pecalang, Tugas

pecalang untuk mengamankan desa pekraman berhubungan dengan pelaksanan tugas

adat-dan-agama-Sedangkan pengangkatan dan pemberhentian pacalan s dilakikan
oleh desa pekraman berdasarkan paruman desa. Peraturan Daerah Propins: Bahl
secara tegas mengatur kedudukan, fungsi, dan tugas pecalang sebagai penjaga

keamanan dan keteriiban desa.




S pemngka ;desa mendamp1ng1 pmisz a’esa daiam menjaiankan pemenntahan deaa _

-:'_Lembaoa peauano dx m & Vat

'_'Wadah yang sanfrat tanqguh I’“mnj g k'\ﬁn w.ﬁ desa mewmgat AT anan ueSa e

: "dl akan sermg tercranggu Denaan -nenvadarx adany& bahaya yano dapa{_-:
o mengaancam keseiamatan masvarakat mal\a tugas pccalano txdak uanya “ll@ﬂ}a‘fa

'_'_keamanan di. mlayah de:,a tetam Juga melakukan forum. komunikasi dengan_-- -

' pecalcmg dan uB ainnya. Dalaiu mema}ankan tagaanya _;;ecrfahg berkomdmasx o

g deng,cm petuvas keamanan negara sebab gangg uan keamanan bisa datang nada

" b bagai aspe ehzdum—m

"Dalam era Qlobahsaa ini, ier_;adi mteraksa antara masyarakat desa dengan berbarraa

' :'s_ul.u_ bangsa asi_ng_, sehingga pecalang mempunyai tugas yang semakin berat. Jumlah
_pendud_uk_ d_es'a.semakin bertambah, semakin heterogen dan kehidupannva semakin
kompleks, maka kerawanan sosial-semakin memprihatinkan. Oleh karena - itu,
-_iembaga_ pgctzlaiz & seharusnya dilengkapai dengan fasilitas yang memadai, agar dapat
| .._inela.};:sahékax_.] iﬁgasnya dengan baik dan bersungguh-sungguh.

| Dib_érbagai desa adat ada pos-pos pecalang dengan fasilitas vang memadai,
‘beserta atribut yang bagus, sehingga pecalang menjadi kebanggaan bagi masyarakat.
Na_muﬁ, keberhasilan pecalang tidak ditentukan oleh atributnya, melainkan oleh sikap
dan tindakannya. Pengetahuan dan wawasan vang luas serta moral yang baik

merupakan modal dasar bagi pecalang dalam Denegakan hukum Sebahknva.

a}am awzgmwg desa dueutukan uaﬁwa 1e*nbaga -pecc:fanqi-sebaom_

akan datang drharamkan dapat ‘nenjad:_-_ =

pecalang yang melakukan tindakan yang tercela yang bertemaman dengan awig-
awig dapat dikenakan sanksi adat.

i Lang}\ah -langkah pecalang sebagat penjaga keamanan desa meliputi tugas

pengawasan, pengendalaian, dan penertiban. Dalam melakukan pengawasa, pecalang

selalu awas dan waspada terhadap segala peritiwa vang terjadi, dan melaporkan

o
L)




= ':--._tandd akan te 3admya pm’nwa Vaﬂ" dxduﬁ '_ membdhayakan maka pecalang dapat

S _'?1<EPAT "thN hU"* mAg‘;ARmmT

. :.'_"f:s'ég"a:i e_;adsan epada uendesa ;mda;{an pengendahan d;iakukan apabll “da ande _3_

i mengambﬂ tmdakzn pemes_ahau Peuemban dzmaksudkan dpabﬂa f. E_J&di 1'-’“5LWVa

15 elanwgai aw:g-amo_ se}n 'gga i}eca;ang dapat menrrambxltmdakan penemban

] fsesual denmm wbwenamn ya

: _PRdSi)E* :"UE\UJ\& ADA”‘” DALAN L;NGRUP H{Jmm NASIOE\:AL DAN

da tahun 1928, bacn imkum adat mempahan tahuu E\ejadmﬂ Vai’lg sangat
B pentmg,pa;m na , gerakan pegjua g nkeba'agsaan ﬁ}encapnl suatu titik kebulatan dan
' :kete%sdnnya 'vami lahirnya Kep _utusan Koncres Pemuda, dimana hukum adat
'd1perkena1kan dan diakui Sebagal samh atu f&I\LOI ')eﬂeraam oanvsa kita; kedua~
. dmkumya hukum Rakyat Indonesia yaitu Hukum Adat oleh L-emenntah kolonial
_ sebagal__hbku;zl_yang mempunyai hak hidup bersama-sama dan berdampingan dengan
' "Ht;ku_ﬁi Barat. Polittk hukum ini dipertahaﬁkan terus sampai jatuhnva pemerintah
kolonial pada tahun 1942 {Koesnoe, 1996: 2).

Di aalam Keputusan Kongres tersebut ditegaskan, bahwa Hukum Adat adalah
salah satu faktor yang menjadi dasar persatuan bangsa Indonesia. Secara leugl\aﬁ
mklor—famor yang disebutkan di dalam Keputusan Kongres tersebut salah kemauan,
sejaral, _bahasa, Hukum Adat, pendidikan dan kepanduan. Pengakuan ini berarii suatu
pemnyataan asasi tentang bahan-bahan integrasi bangsa kita vang melahirkan
semangat kebangsaan Indonesia dan yang kemudian tumbuh berkembang menjadi
apa yang kemudian hari ditulis di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan
di dalam falsafah bangsa kita yaitu Pancasila (Koesnoe, 1996 3). Tinjauan sejarah

tersebut menunjukkan betapa besar artinya penggunaan asas kekeluargaan dan asas

perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Kegiatan politik dan pemerinizhan dilakukan sembovan: “nation building”

an “character building” Indonesia. Di dalam bidang hukum diarahkan kepada

[

mencari kepribadian nasional yaitu Pancasila. Usaha itu sampai kepada pandangan
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bah wa hukum vang demlkian tiada lam danvada }xukum Adat sebaga; satu-satunya

hukum \,rm g sesuai dan manpu untuk meudukungz pembanounan tata hukun nasmncu He

ang scsuar don an ke ribadlﬁn ban<rsa lndoncsm
y

Pemembancan dan peruba an maayarakat berpeﬁgam]: i«.apada De-ubahan:":"

Humm sehmggd pemu pembaharun hukum Da}am ne"nbaharuan hukum ada asmk-—f' e

p 1\ hunum yancr dzmsalsau sudah usaxw yanfr hams diLarm den%n aspe}\«aspek -

: yan st, dai denfraﬁ tuntutan masya }\at

'hukﬁm__acift vang disesuaikan dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat
“Dalam. pembaharuan hukum nasional terlebih dahulu harus dipahami asas-asas
hukum adat vang besumber dari cita rasa hukum masyarakat sendini yang tercermin
dalam penlaku kehidupan masyarakat Bahan-bahan hukum adat dapat diangkat
dalam pembaharuan hukum guna pembentukan hukum nasional.

Pembentukan Hukum Nasional yang menggunakan bahan-bahan dari hukum
adat yang merupakan budava hukum masyarakat akan mencerminkan rasa keadilan
bagi masyarakat. Hukum yang baik mengandung aspek filosofis, vuridis, dan
sosiologis. Dengan mengambil bahan-bahan dan hukum adat, yang mempunyai nilai
filosofis dan sosiologis, maka peraturan perundang-undangan yang dibentuk
dipandang mampu mengayomi masyarakat,

Peraturan perundang-undangan vyang baik masih berada pada tataran
normative, yang belum temtu dapat berjalan secara efekiif Faktor-faktor yang
menentukan efektifitas berfungsinya hukum dalam masyarakat ialah penegak hokum,
kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat (Robert B. fReizﬁnan, 1978: 75)
vang berada pada tataran empirik. Para penegak hukum adat beserta alat-alat

perlengkapannya, termasuk lembaga keamanan tradisional sangat besar peranannya

e gl amrmenegak ke hukum- Para peregaic hokunr dmr temibaga kenmanan tradigisaat

yang dapat menerapkan hukum dengan adil dan bijaksana dalam penyelenggaraan
pemeriniahan menjadi panuvtan bagi masyarakat.
Kesadaran hukum masyarakat antara lain meliputi (BPHN, 1975: 116): (1)

pengetahuan tentang hukum; (2) penghayatan fungsi hukum; dan (3) ketaatan

Pembangunan hukum nasxoual denoan menggunakan bahan bahan dari =~




'terhadap hukum Ix.esadamn nu um dan kepatuhan hukum rﬂsy"r aka dapat dmnjau :
3 dan berfuncxsmya Lukum dalam masvarakat Daiam kenyamaan kehidupan mayarakat._"..' i

dewasa m;__ hukum tldak”‘ae"‘:umsz secara elcktlf Pada berbaﬁal daerzm d1 tanah air -

k ta tenad; arang mam hakim"sendm yang menandakan bahwa hnkum udak.qi

La‘l oleh masvaraixat ebagax nedc}ﬂan berpenlaku

.me*nngkatkm nenﬂetahuan —nasyarakat iﬁﬂtaﬂi{ hukum agar dapaL ‘nemahaml dan .

Pembmaan hukum melalm peﬂyuluhan hukum dlma!xsudkan unwl«, .

meng‘myat; fung51 hukum dalam mas rakat, sehmovg erwujud dalam SIkap dan -

tlﬂddk&:ﬂ yang taat n&ﬁ&da hu;xu'n ”emngkaian kesadaran hukum dan kepatuhan

hukum masyarai\at mendolong masyaraixat umuk menggunakan hukum dalam

‘berinteraksi denga sesananva Dengan demikian, hukum akan menjadi bermakna

bagi kehidupan masyarakat,_ jika bukum diterapkan oleh penegak hukum dan

digunakan oleh masyarakat sebagai landasan berinteraksi.

SIMPULAN

Hukum adat Bali sebagai suatu model hokum yang tumbuh dan berkembang
dalam masyarakat mempunyai karakteristik vang bersifat sosial teligius, serta
meingatur hubungan manusia vang bersifat vertical dan horizontal.

Penegak hukum beserta alat-alat perlengkapannya termasuk lembaga
pengamanan desa mempunyai peranan untuk melancarkan bekerjanya hukum, agar
terwujud ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam penegakan hukum
adat, aparat penegak hukum bersama aparat keamanan mempunyal tugas menjaga
keamanan desa dalam berbagai kegiatan yang dilakaukan oleh masyarakat,

Dalam perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, tugas pecalang

Wi

“tidak hanya terbatas untuk menjaga keamanan yang berkaitan dencran pelaksanaan

kegiatan adat dan agama pada suatu wilayah desa saja, tetapi juga meliputi keamanan
daerah dan negara. Menjaga keamanan wilayah desa tidak hanva tugas alat
keamanan desa saja, melainkan juga menjadi tugas pokok bagi aparat keamanan

negara. Oleh karena itu, kerjasama lembaga keamanan tradisional dengan lembaga
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ok -_.keamanan negara dala'"z bemtuk koardin 51_ dzmaksudkan -agar pelaksanan tugas o ..

e

] bc

'“ara terpadu

i "1ﬂenoeﬂdah§san eamanan masyamk&t Pro ;aek-.hukum adat dalam imﬁ uD Hakum.'_

akau

' 'onal dalam 1]‘2811“’31,[11' keama mﬂ'm

'_-'_:-keSada;an hukum dan kenatuhan huzu.lﬂ'i 111asycsra},at

'_"SJA;RJW

.1*u daiam penyusunan peraturan pemndanmundanvau temang keamanan negarna,
' seyoayama memasukmn bahan-bahan dart hukum adat yancr ni encermmkan budaya
uukum mas yaranal, semmga men jalhln keachlan bagi masyarakat.

- Dalam penegakan hukum, para ﬁmoswmm hukum dan aparat keamanan
hendaknya bertidak adil dan bijaksana sehingga menjadi panutan bagi masyarakat.
Pembinaan dan penvuluhan hukam kepada masyarakat pada berbagai daerah di

. Indonesia perlu dilakukan, agar dapat meningkatikan kesadaran hukum dan kepatuhan

hukum maswrakat
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Pehs; Masa Depan?i"””_ L
Pzawal dalam Komun1k351 T
e ]mamBPras__ djo, Ph.Dsi o

1 Untuk merumuskan baga:mana peran p01151 yang leblh 1deal da!am Lonicks._:'-

Z_kekmsan haris: mtempatkan dalam situasi baru, yakni- 1ea}admya proses-per ubaha";-'__'
- sosial yang secara cepat tengah terjadi. Di tmgkat g,loba} kini tengah ter_]ach suatu

- perubahan drastis yang secara langsung akan merubah tatanan ‘masyarakat di berbagai
' negara.” Saat: kekuatan blok Soviet ‘memudar- dan segera diikuti runtuhnya tembok -
 Berlin di ‘tahun 1989, segera ‘muncu] eup*‘mna E\emenangan ideologis demokrasi -
_iiberal atas. dua saingan utamanya, komunisme dan ‘nasionalisme fasis. Format -
kehidupan baru pun terjadi di 'banyalx bekas ‘negeri-negeri otoritarian di Amerika
Latin, Eropa Selatan, dan Eropa Timur, dan bahkan kini menuju Asia Timur,
‘termasuk Indonema Maka kini, polisi harus mPnyesuaiLan peranannya di tengah
: masxarakat yang “tengah mengalami proses demokratisasi. Polisi tidak lagi dapat _
'secara leluasa bertindak represif, seperti. menjadi “perpanjangen tangan rejim -
_otoritarian. Polisi di banyak negara-negara berkembang mau tidak mau harus '
memesualkan diri dengan derap perkembangan masyarakat yang kini tengali menuju
proses demokratisasi d;mana hak-hak individu atau hak-hak asasi manusia menjadi
semmm dihargai.

2 Dc.l'i proses perubahan global vang kini tengah terjadi di dunia, Indonesia memang
salah satu yang terkena imbas paiing keras. Pertikaian global atas dasar idiologl yang |

mereda setelah pasca Perang Dingin, ternyata segera digantikan oleh pertikaian antar
kelompok yang merebak di mana-mana. Kesadaran kelompok atas dasar ras, suku,
agama, atau semangat kedaerahan yang tumbuh berlebihan, telah menjadi bungkus
pertikaian-pertikaian internal di berbagai negeri. Beberapa studi mencatat, dalam
dekade terakhir abad 20 ini, konflik-konflik besar yang terjadi di dunia, ternyata
penuh dengan pertikaian antar kelompok dalam negara. Di tahun 1989, misainya,
terjadi 36 konflik besar bersenjata, 31 antaranya konflik intemal. Di tahun 1993,
terjadi 32 konflik yang seluruiinya internal. Tahun 1995, terjadi 30 konflik, yang
semuanya.juga konflik . dalam negara. Tahun 1996, terjadi 27 konflik, dan hanya

satu yang bersifat Internasional, ya.km konflik antar India dan Pakistan dalarn
perebutan Kashmir (Kimberly A. Maynard 1999, hal. 7).

Di uwung abad ini, korban-korban manusia yesg terus berjatuhan. Traged:
kemanusiaan dalam sekejap meluas, memunculkan kepedihan penduduk di banyak
negeri--di Afrika, Balkan, Eropa Timur dan kini Asia, termasuk Indonesia. Hasil
akhir dari tragedi yang bertubi-tubi ini adalah situasi “darurat kompleks” (complex




_emergency) yang mempakan mteraks __"_mmpuixan 'erbagai masalah.dan _masa!ah

'_mc;eda]\hy
da]__' m _' menjaga

nsép ' Z_':kc'amanan bam ya;t '

'keamanan manusxa atau hmnan secur:ry Bcheda ‘dengan- konsep Leamanan_i."_*. '

sebeiumnya yang: mcnebanl an: kentuh&n dan mtemtas negﬂn konsep ‘inidebihi o
- mene kankan pada. perlmduncan manu51a orang per orang maupun. keiompok dari v
_ancaman pemusnahan ‘darimana pun - aatancrnya Jadi, sasaran pengamanan - -

‘ dlharapkan txdak tertu;u pada kepentmgan neoara semata tapx dltUJukan pada
: kapemmgan Leperluan manus;a (Ah Alatas 2000) it _ T

' Daiam konteks mﬂah p01251 harus iebxh proakttf membenahz k}l}erjanya tidak saja -

sebaszal penjaﬂa }\eamaﬁanan dan Letemban dalam masyarai\at namun juga sebaga1 o
S alat efekﬁf untuk - rnelmdunm manusia darr ancarnan pemusnahan Oleh karena xtu, [t
- polisi: d1tuntut untuk Jlebih. terlatih da.lam memahami - masalah-masalah sosial,”

~bertindak - proﬂ:sxonal dalam ‘melakukan -langkah- lang,lxah preventif mencegah;

ieqadmva konfitk-konflik sosxal Saat 1ni, lembaga~lembaga pendidikan kepolisian
- sudah - sepantasnya memlhkt -pusat-pusat studi ‘maupun. kurikulum yang Jebih.
o mebcn}\an penekanan pada pﬁnmgkatan kemampuan penyelesalan konflik- I«.onﬂxk
: sosza%

o3 Perubahan sosxa} -politik tidak saja tegadl di tingkat internasional, namun juga di
: tmﬁk at ‘nasional. Gejolak politik di Indonesia yang saat ini gencar terjadi secara

"langsung akan mempengaruhl terhadap - besamnya - tuntutan kinerja polisi secara

profesional. . Proses demokratisasi yang secara dramatis membawa perubahan,
ternyata - menciptakan socio-political shock, sehingga “semakin cepat tingkat

: Pada awalnya, kemunculan gagasan huwman security ini diithami oleh Deklarasi Universal PBB mengenai
HAM, 1948 yang menyatakan “sctiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keamanan pribadi™ (pasal 3).
Kemudian, FBB mcngldemmi\asa dua i.omponcn human security: “kebebasan dari rasa takut” dan “kebebasan
dari kemiskinan.” Selenjutnya, di 1994, UNDP sccara lebih rinci mendefiniskannva scbagai: “keamanan dari
. encaman-ancaman yang bersifat kronis seperti kelaparan, penvakit, penindasan, dan perlindungan dari ganguan

by "H‘N‘ hh"i-ish‘\ ri'an mz‘na 'aL than dnlan ) ofmdnnqm (‘ﬂi’%‘!ﬂ %351@&344%%%%2@% ....... Jegreps-sttuast-keamanan-ioe

bm\ak negert terlihal semakin membunik, ma}.a muncuilah upaya “intervensi Kemanusiaan™ {humanitarian
infervention) vang biasanya diartikan sebagal keterlibatan negara asing dalam suatu nogara untuk memperbaiki
bureknya kondisi kemanusiaan yang dialami, seperti penderitaan, kekurangan gizi, gelandangan, luka-luka dan
_gangguan keschatan. Kimberly Stanton dart MacArthur Foundation {1993) menyatakan bahwa “schelumya
dafam hvkum intcrnesional, infervensi kemanusiaan telah dianikan sebagai penggunaan keluatan paksa untuk
mmga!\hm terjadinya pemusnaban manusia {genocide).” Namun saat pelaksanaan, intervensi ini juga mcilpuu

“pengadaan banluan pada pcnduduk yang terancam, khususnya korban perang. Intervens: dalam kaitan ini
dirancang bukan untuk menangani hingga ke akar masalah penyebab Lrisis nemun [hanya] untuk meringankan
Gampak-dampak terburuk vang diakibatkannya” (Kimberly A. Mayzard 1999, bal. 10).




_ -perubahan somal terjad1 semakm memungkmkan terjadmya bentuk—bentuk kakerasan
--'.'.'uzrra-soczeral” James Rosenau 1931) SeJaL tahun 1999 secara bemntun }qta

' :-'mampu mencegah dan mengatasx konﬂik—k(}nﬂlk yang tlda}\ sa_;a terjadl dx tmgkat_f-- =

i --indWldua! namun jugpa di imgk'xt komunal Pol:si dituntut: untuk’ mempu menjalankan s

peran mendama;}\an berbagzu kelompok yang - berkonﬂlk bukan ‘memenjarakan :

e _.mereka. Bekal utama. pohs; daiam:_sxtua51 '-scmamm m: adalah tmggmya kemampuan - -

_____"'r-__:'_:sosxa (w)c:al 5k:113) el ; i
- melakukan tmdakan prevent:f (pencegahan) agar “tidak’ terjadi

Si'ﬁ-.}’ang':.'ba_ik,- kema’m_p_ggn T

ke}ahatan/kckerasan bukan- kemampuan “melakukan tmdakan represzf seperu'_'.:.':.'
.'menanokap, ‘menahan; - dan memen}arakan Pemahaman 505131 pOhSl tentang -

" 'bagaimana’ menangam ‘dan-menyelesatkan | konﬂﬁ\-konﬂ}l\ dalam masyarakat semakin - -

‘dibutuhkan. . Apalagi, -dalam berbagai - ke;adlun tmdakan tmdal\an represif. untuk - -
_ menvelcsalkan }\onﬂli\ konﬁ:l\ Lomunal bukanlah selaiu penangamn yang tepat

4. Karena begmz l\omplc.ksnya masalah soszai da]am setlap kasus polisi harus
didukung oleh informasi-informasi yang kaya, yang didasarkan pada kajian- kajian
iimiah. Pemahaman sosizal ini diperluken karena tugas polisi yang utama adalah
menjaga keamanan -dan ketertiban masyerakat yang memiliki sifat-sifat, watak,
‘perilaku, dan kepentingan yang heterogen. Kesulitan utama yang harus diantisipasi
dalam menjalankan tugas ini justru terletak pada kuatnya ikatan-ikatan primordial
dalam . masyarakat kita. Anggota-anggota polisi tidaklah lahir dan kelompok
masyararakat yang tanpa identitas. Mereka juga berasal dari suku, ras, agama dan
daerah tertentu. Karena itu, tak dapat dihindari, ikatan emosional terhadap asal
kelompok sosial sulit dihindarkan. Namun, profesionalisme yang ditumbuhkan
polisi harus mampu menghindarkan diri dari keterlibatan emosionalitas anggota-
anggotanya dengan asal identitas kelompok dimana mereka berasal. Oleh karena
itu, profesionalisme polisi yang bersendi pada semzngat civic nationalisme (bukan
ethno-nasionalisme) harus terus dibangun.

Namun, ancaman yang dapat meruntuhkan profesionalisme polisi justru semakin
nyata terjadi pada saat ini. Dengan semakin menguatnya semangat identitas (suku,
ras, agama, dan kedaerahan), polisi dihadapkan pada situasi meningkatnya
intensitas konflik antar kelompok. Pembangunan yang terjadi selama Orde Bary,
telah menciptakan semakin tegasnya garis-garis batas antar kelompok sosial. Saat
ini, misalnya, telah tumbuh pemukiman yang tidak saja membelah kelompok kaya
dan miskin, tetapi sekaligus juga membelah masyarakat berdasarkan etnis (kultur),
ras (ciri-ciri fisik), agama, dan bahkan wilayah pemukiman. Jadi, pengelompokan

sosial menjadi- semakin terkonsolidasi dalam pemzsahan dinding-dinding sosial
yang berlapis-lapis. Proses sosial yang terjadi selama ini, pada satu sisi dirasakan
sangat menguntungkan kelompok tertentu, sedang di sisi lain sangat merugikan
(memarginalisasikan) kelompok lainnya. Garis pemisah batas kelompok cenderung
semakin tegas sejalan dengan semakin kuatnya kohesi sosial masing-masing
kelompok. Dengan adanya situasi ini, bila terjad: konflik di antara anggota
kelompok, akan dengan mudah akan tereskalasi menjadi konflik kelompok yang




.bungkusnya dapat berahh—ahh darl alasan ekonomx perbedaan etnlk Tas, dan

- bahkan. agama. Polisi semakin. dstuntut untu}\ memperkuat sikap. profesmnailtasnya |
£ dengan “tetap teguh menohmdarkan dm_;_dan keterhbatan emos:onal dalam
'_._'-'-lnenanﬂam konﬂlkkomunal : SR e SN e

.' '--:_:-"-5 POhSl _tidakiah _hldup aalam s1tuasx 505131 yang vacuum _Mereka me}amkan hzdup_

© baik dl' tmﬁkat loixal nasmnal 'maupun mtemab:onai --Apa‘yaﬁglte_rjadi ---bila -'-p_Oi_iS' o
s '--;harus hldup dalam suatu negeri:yang di daiamnya tcrdapat serangkaian kebuakan dan"-__ o
= Q_pra}\tek~praktek korupm kolusi dan neponsme sehm%a menczphkan Tejim ekonomi .
e yang: ‘bersifat monopohstls? Selama Orde Baru hmgaa sqat.ini. tampaknya berbagal__;
~“kondisi struk‘ura] belum. mennalarm perubahan yang ‘berarti. Rejim penguasa masih
3 jteﬂ;e*enggu atau bahkan tetap menjadi bagian, dari jaringan kekuasaan ekonomi:
" {economic. Pmpzre) yang merugikan rakyat banyak. Berbagai kebual\an ekonomi dan i
“politik masih terus memihak pada para pengusaha korup yang selama ini jelas-jelas -
telah - mcruglkan masyarakat. Kelompok konglomerat *nonopohstls yang dilihat
~-sebagal aktor-aktor bisnis immoral, yang rakus-mencari peluang usaha dengan segala.
“cara, kini secara leluasa maszh dapat mempeng garuh! kebijakan yang melindungi
.'.'i\epentmnan mereka. ; ' o o

_’Bxia hai ni d;blarkan terus berlanosung, maka apa vang telah terjadi semasa Orde -
= L ‘Baru akan terulang kembali. Reformasi yang awalnya memberi harapan terjadinya -
UL B perubahan kehidupan sosial- ekonomi, menjadi mati sebelum sempat berkembang.

' - Struktur ckonomi masyakarat akan kembali berada dalam format ketimpangan yang
tajam, antara yang kaya dan miskin.

Dalam format sosial-semacam ini, dapat dipastikan bahwa polisi akan mengalami
‘kesulitan luar biasa untuk menjalankan peran idealnya. Upaya polisi dalamn menjaga
ketertiban dan keamanan masyarakat akan sulit dilakukan manakala kemiskinan dan
ketidak-adilan ekonont meluas di seiuruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, oleh
karepa—itu, berhasil iidaknya polisi dalam melaksanakan tugasnya, sangatlah
tergantung dari berbagai faktor eksternal vang lebih luas, melingkupi aspek politik,
ekonomi dan sosial.

6. Harga yang harus dibayar suatu negeri yang terlalu lama mengalami pemerintahan

otoritanian adalah rendahnya kemampuan masyarakat dalam berkomunikasi. lklim
lealbalya ol imama Ao laoenlesmae

ybl J.l[d(.l.}ﬂ.\l l\diuh lllblleuhl\.all Illémdjulﬁkﬂt dall L\\JU\.-U(.LJQ[I LU it SEp R g gy uu.u Uu;ux\.}});c\)x
sehingga keframpilan berkomunikasi pun menjadi rendah. Padahal, komunikasi,
menurut Jiirgen Habermas, adalah prasyarat penting dicapainya pemahaman bersama
(mutual understanding). Sedang tumbuhnya kemampuan berkomunikasi secara
rasional {communicative rational action), merupakan prakondist bagl tercapainya
konsensus-konsensus rasional vyang sangat bermakna dalam demokrasi. Bila
demokrasi diartikan sebagai cara masyarakat beradab menegosiasikan perbedaan-




o -"'_:perbedaan Lepentmgannya untuk mencapal suatu konsensus ratxonal maka adanya_-_'

..: "_kemampuan berkomumkasx secara rasxonal menjad1 mutlak dxperlukan s Sty

""_':Kar na kemampuan berkomumi\am menempati }\edudukan sangat pentmg, ma!\a ma‘uﬂ_' i |

tidak mau; kita‘harus’ mendoronw tumbuhnya iklim dialog yang sehat, termasu}\ dmiog ot

"""'antara p01151 dengan masyarakat Bila dxalog"-dxamkan sebaaa: penukaran uoapans'-
antara dua"'pemblcara secara; ‘bergantian untuk mencapaz tujuan kolektif dengan
-_'-mengg:,unakan argumen’ rasxonal_ maka _beberapa Jems dla 09 perlu"drfahamx_ (I]ba
: Douclas Walton 1992 ha] 19-23) 0 e '

: "'._-EPertama adaiah per.sua.s:on dzalogue Dxalog ini axlakukan unu.k meyakmkan teman_"_.- .

" bicara tentang suatu pendapat, Tujuan’ dari dialog ini ‘adalah memecahkan 'masalah -
e .-'perbedaan pendapat dengan mcnggunakan argumen rasmna} Berarcumen secara__'
- “rational berarti memberikan seperangkat alasan-asalan -logis atau. bukti-bukti - yang " -

- valid untuk mendukung suatu pendapat tertentu (Anthony Weston 1987, hal. xx) Tiap-

. pihak dalam proses dialog ini harus memiliki. komitmen pada kekuatan logika sebfwa! .
e dasar berarﬂumen bukan komltmen pada kepentmwan-lxepentmgan lamn. S

dua, mformanon seekmrr a’:alogue TL!JLI&H d1a10L ini adaiah untuk mendapatkan :

' 1r1forma51 tentang suatu hai Karena pencarian informasi adalah tujuan utamanya,

maka pencari informasi harus dapat membangun iklim yang nyaman bagi pemberi *
infonmasi. Karena itu sikap “friendly” menjadi sangat penting. Dalam dialog ini. .

percakapan dapat berbentuk = advice-solicitation dialogue yang bertujuan untuk
mencari saran dari orang lain, atau expert consultation dialogue, melakukan

konsultasi kepada orang yang dianggap ahli guna menyelesatkan suatu masalah.

Ketiga, negotiation dialog. Dalam dialog inl, kedua pithak melakukan tawar-menawar
teniung  kepentingan  tertentw, dengan  tujuan  akhir  tercapainva  suatu
kesdpakatari/pa;'rj;njian'/trmsaks'i Dalam dialog ini, masing-masing pihak perlu
mema_}akz hal-hal yang dianggap paling dibutuhka n/dipeniinﬁkan pihak lain. Jadi
masing-masing plhui\ tidak hanya memikirkan Repentm van sendirt saja. Untuk
mudahnva mencapai kesepakatan, dalam dialog ini, tenaga profesional dapat
diundang untuk menjalankan peran sebagal mediator.

Ketiga jenis dialog ini tentu berbeda dengan apa yang disebut quarrel (percekcokan).
Dalam quarel tiap-tiap pihak mencoba melontarkan kata-kata untuk menyakiti hati
lawan, dan bila mungkin, mempermalukannya secara telak. Quarrel biasanya dipicu
oleh kejadian remeh temeh tetapi membakar emosi. Pihak yang terlibat dalam quarre/
“umumnya bersikap keras kepala dan kekanak-kanakan. Saat terjadi quarre/, Kedua

pihak berupaya men jalurkan selurub emosi vang paling dalam yang sebelumnya tak
tersalurkan.

Agar iklim dialog dapat tumbuh sehat, perlu dihindari cara-cara berargumentasi yang
mengandung kepalsuan (fallacies). Menurut Douglas Walton (1992, hal. 2-3),
terdapat empat argumen yang biasanya dianggap sebagai kepalsuan:




ukungan Strategx yang
: m adalah mempenﬁamhl orang Iam dens_an cara'“

e nmmbanﬁhtkan suupatz maupun rasa kehaman T

. 3;'thtz§:a,_ ar. qunzen!wn ad ba.f:u!wn AIULmPn ini: palsu karena menaarah pada suatuff
'.'_-_”.ancaman atau paksaan atau memmbulkan rasa takut agar orang:, lain mendukung®
~kesimpulan . argumen vang - d1kemukakannya ‘Argumen jenis = ini - biasanya’ "
'dlmunculkan bila bukti-bukti nyata untuk mendukung suatu argumen diangg ap uda}\

.-'mcmpan lagi, atau arﬂumen rasmnal d1angg._,ap mengalaml kegavalan

Ixeempqz argumenrum ad !zom:nenz Im _}GHIS argumen yang pahng berbahaya dan

seringkali merusak Jaiam}a diskusi yang senat. Daiam Aargumen jenis ini, serangan ¢
~yang bersifat pnbadl ierhadap tawan bicara dilakukan. Menurut Fearside dan Holther

- {1959), argumen jenis ini adalah cara yang umum dan efektif, walaupun menjijikkan, .
‘untuk memenangkan perdebatan “Tak ada argumen yang lebih mudah d}lakukan e

* tetapi sulit melawannya, daripada argumen membunuh karakter sesecrang.” Bila
argumen ini diluncurkan maka seringkali terjadi adu mulut yang bersitat pribadi.

~Dalam alam demokrasi yvang semakin tumbuh, sekali lagi, polisi ditan‘ﬂmg untuk
_menmﬁkaikan kepiawaiannya dalam berkomunikasi, memerankan posisi mediasi,
mencegah konflik antar kelompok melalui dialog. Namun demikian, kepiawaian
interaksi int aken mengalami kendala besar bila struktur sosial dimana polisi bekerja
tidak mengalami perbaikan. Hanya dengan struktur yang adil, kehidupan ekonomi
semakin merata, aturan hukum dan penegakannnya berjalan baik, kerja profesional
polist akau semakin dimungkinkan,




*'PARAB(GMA BARU?* o
_Harkﬂstutl Harknsnowo e e gl

: Taada seorangpun yang' tfdak terhka marah' kecewa”tak berdaya dan |

seonggok perasaan neqatef Iamnya pada saat ml jlka membaca meishat dani o

mendengar pembentaan yang dtsampaakan oleh media massa tentang berbaga:?f‘-

bentuk ketzdak patuhan hukum Muia: dar: kasus—kasus yang kecﬂ sepem pemerasan_'_f _
dz term:nai b;sa menje!ang orang mudlk ! sampa: dengan penghdklman massa yang'- '
menelan korban j:wa muial dan kenakaian anak-anak sampaa dengan kekejaman_
_ orang dewasa sepem pada terorisme mula; dan pencunan d: toko shophftmg)
sampal dengan korups: mllyaran ruplah oieh pejabat negara _ I
S:apa pemah manduga bahwa berbagaa bentuk kejahatan tersebut ter}adl di

: _ :_' Indonessa yang, kaianya terkenai sebagai bangsa yang penuh cinta kasih dan_
| gemah npah loh ﬂnauw? !ndone31a telah tumpan ruah ~dengan berbagai tlndak
kefusuhan baik di kota besar maupun kota kecil, baik yang berskala besar maupun
kecni Tlada pula seorang yang sanggup mengelak bahwa magnitude dari konﬂlk-”
konﬂzk yang terjad| dl Sambas Maluku Utara dan Ambon, Samp;t dan Palangkaraya .
merupakan the worsz‘ spots of social confiicts apabila -dilihat dari kehancuran dan'
kemusnahan yang diakibatkannya. Sebagai salah satu dampaknya, Vigilante Justice
seakan merebak bagaé jamur di musim hujan.  Hal yang lebih menyedihkan la_g_i
adzlah bahwa pelanggaran hukum ternyata bukan hanya dilakukan oleh masyarakat

belaka, tetapi juga oleh pejabat negara dan penegak hukum.

massa dengan nyata menunjukkan betapa telah merambahnya kasus-kasus yang
menu'njukkan bahwa masyarakat makin berani dalam menghakimi pihak yang
mereka tuduh bersalah, dan langsung menjatuhkan vonnis dan melaksanakan

eksekusi. Ketakutan masyarakat akan keamanan diri dan lingkungannya akhir-akhir

_ Maka?ah yang disampaikan pada acara Sarasehan sehari mengenai Mewujudkan Masyarakat patuh
Hukum Berlandaskan Bhinneka Tunggal ika, yang diselenggarakan oleh Peserta Sespati Polri
- Angkatan HE di Jakaria, 2 November 2002,

? Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia
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oleh karenanya sangat iayak d:pahami oleh karena terjadmya berbagali'-"f

mamfestam_ konﬂtk yang beg:iu_mendalamnya ang' memmbutkan kegehsanan

i kegeraman ebenc;an duka cﬂa" ekhawatiran jan _:kéiidakienieraman masyarakat :

: Betapa tadak '_kdrban yang berjatuhan sudah sangat' banyak bukan hanya harta

f __'_'iuasnya pen!aku massa yang menjad; baglan darl extra jUd!Claf actrons}_'

"lij”-,_;terseb‘.&t mﬂmbuat orang mempertanyakan fakfor-faktor yang berkoretas; dengan.'_ i

' -'-’adanya perllaku Yang makan marak pada beberapa tahun terakh!r ini. Apakah:.f.
'j :"-:- mungkln meletusnya perllaku macam ini barkenaan adanya hfsfoncal antecedenfs.-.

 yang mengakarmya “ataukah memang ada. kelommk yang Kini dijadikan kambmg
. _"':hltam yakm sang provokator’? Walaupun alter natif kedua mungkin saja terjadi- di

g ﬁberbagan tempat namun ielas bahwa ferlomena tersebut menunjukkan adanya knsrs :
: .lntegrass bangsa dan rapuhnya sendi-sendi kenegaraan yang selama ini ditopang:
”dengan sejumlah perangkat politik, sos:al dan hukum |
Berbagau pendapat mengenai faktor korelatif dan kausatif terhadap vigifante
jUSfICE‘ telah -dicoba d:ketengahkan melalui media massa ataupun pertemuan-
pertemuan ilmiah dan populer. Sebagai colfective behavior, perilaku menghakimi
's_é_ndi.ri ini seringkali terjadi di masa terjadinya perubahan social, dan di masyarakat
" a_t_aﬂ komﬁnita_s' yang masih rapuh dan mengalami social problem. Namun disepakati
antar para pemerhati, bahwasanya Common denominaiors dari faktor-faktor yang
berkaitan dengan fenomenon ini adalah adanya collective discontent dalam
masyarakat, karena adanya, antara lain berupaz.

¢+ Kondisi sosial politik yang tidak menentu

¢ ngglnya tingkat kesen;angan ekonoma

e T ingginya tingkat KKN

4 Kelemahan proses penerapan hukum vyang mengakibatkan rasa
ketidakadilan (inkonsisten, diskriminatif, rentan akan intervensi. serta
kurangnya profesionalisme & integritas)

¢ Mispersepsi akan makna demokrasi




- . :': _;Rendahnya part:sapas; pubhk dalam pengambllan keputusan

Y ";-__.é ".'Pengambzian keputusan yang ttdak dldasarkan pada perttmbangan Iocal -
; cu!z‘ure Ioca! needs and local potenﬂa!s NN E :
o '-Eiat polmk yang belum sepenuhnya (atau tsdak'?) menaruh perhatlan pada

_ [problema rakyat tapa pada probiema poht;k semata

_ Deretan masaiah d: atas makm dlperburuk dengan kondasx lokal, utamanya
o "'yang berkenaan dengan penanganan kasus. yang tidak segera dllakukan dan adanya
'.ketsdak pasttan Sebagas akibatnya, tnmbui "masalah yang tersisa” bagi masyarakat
'_'setempat_ yang d_apat_menjad: contoh bagi anggota komunitas lain untuk melakukan

' hai'yang'sé_r.n_a' karena ternyata konsekuensi hukumnya tidak menurut mereka tidak
jelas. .
B Keberada'an. social discontent kemudian dapat menimbulkan konflik yang
makin keras bentuknya. Bahkan mungkin saja terjadi epa yang dikatakan oleh
Shibutani bahwa
“.s collective discontent begins to swell, agitators emerge in each local

community, giving speeches and circulating pamphlets....informal

Tidaklah berkelebihan jika dikatakan bahwa pada dasarnya apa yang terjadi
dewasa ini merupakan kulminasi ketiadaan keadilan, the absence of jusfice yang
dipersepsi masyarakat. Dalam bahasa yang lain hal ini merupakan akibat dari
pengabaian hukum (disregardling the law), ketidak hormatan pada hukum
(disrespecting the law ), ketidak percayaan pada hukum (distrusting the law), serta

dalam beberapa hal, penyalahgunaan hukum {misuse of the law) yang selama ini

*Tamotsu Shibutani (1986). The Social Process. Berkeley, California: University of California Press,
hal. 528 dst.
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”'_:terjadl oleh pthak~plhak yang berkuasa atau mempunyal akses pada kekuasaan

~ sangat su!llt untuk dungkam

':-,-j_.’«_l:;_“Proses penerapan hukum ba:k.yang dflakukan oieh Iembaga eksekut:f . =

- f"(t;ngkat atas menengah maupun bawah) dan yudlkatlf daiam tugasnya'_'
" . -':-"'melaksanakan hukum sangat banyak dltudmg sebagal cermman merosotnya
K fkeWIbawaan hukum dengan menonjolnya nuansa non~hukum (1 e polit!k dan
- 'kekuasaan) daripada hukum (mlsalnya [embaga yang kurang independen dan
"':';:rnpars;al penegakan hukum yang mkonsasten dan dmkr:msnat:f interven3|
tkekuasaan terhadap hukum yang Sullt daiacak dan dibukt[kan apatagy
_ -_d;proses T _ o |
3. -:Penegak hukum yvang lemah mtegrltas pemahaman kantrol dilinya, yang
| 'd_i§e_pa_kat_| harus diubah. Namu_n mengubah sistem dan muatan hukum }aqh'
’[ebih 'hﬁudah daripada mengubah sikap dan perilaku manusia, dan perubahéh
substanttf menjadl t:dak berartz apabiiaf {ef*jt stagnasn daiam peﬂe@aknya
sendm

'Ke;t'erkaétan dan saling pengaruh antara faktor-fakior ini merupakan masaiab
yang utama yang menyebabkan buruknya persepsi masyarakat (nasional dan
internasional} atas hukum di Indonesia, yang erat kaitannya dengan terciptanya
budaya hukum atau legal culfure, atau “a set of social iraditions, attitudes a.n_d

expectations concerning the law, a legal profession and an independent judiciary,

togetier-with-arespect-for these —andrinternalizatiorrof- faw=abidingness-and-of fegal———
aftitudes, procedures and ways of looking at things...” Muatan budaya hukum,
dengan demikian, lebih terpaut pada law in action daripada Jaw in the books.
Peranan dan fungsi hukum sebagaimana dipersepsi masyarakat ini mungkin saja

(sangat) jauh berbeda dengan ketentuan yang ada dalam perundang-undangan.

“ Poh Ling Tan (1997) (ed.). Asian Legal System. London: Butierworths, hal.5.




s f-i'Dzsebut budaya hukum karena persepss ini; Ia[u d;manlfestas;kan meialu: 51kap dan'_'-'-

- .:;:Kenyataan ermgkah menunjukkan bahwa

}_'peniaku mereka datam transak51~transaki yang bersentuhan dengan hukum i SR

|I1hat masainya pelanggaran hukum yang"‘d:selesalkan melatu:'éf.

transakstw a_-' masyarakat dengan penegak hukum ba;k melaiw proses (samu)’i-i :

'iluar proses hukum (tap; dengan aklbat hukum) menunjukkan'_'_'_
I_ah dlanggap sebagaa suatu komodltl yang dapat dlperjua!beiakan f?-_i -

_ukum hanya dlpergunakan sebaga:lf_j.__

;3_|nstr'umen untuk mengatur rakyat beiaka dan jarang dljadikan acuan bagl dl!’t sendlr;";:; -'

leh pembuat keputusan Maka penyelesa:an konﬂfk cenderung untuk tldak'_

g ::dziakukan meiaiui hukum karena masyarakat yang tldak mempercaya; bahwa pranata_

"hukum yang acla mampu untuk. menyeiesaskan konﬂlk mereka befdasarkan keadslan
Mudah ditengara pada awai proses “pergeseran kekuasaan yang kemud;an_"
dikenal dengan (atau atas-) nama reformas; lalu, nampak dengan jelas bahwa '
' .'..'hukum tetah dzabaikan bahkan dilecehkan dalam pelbagai bentuknya. Aktor dalam___
wgflante _,ustice ini bukan hanya warga, masyarakat (yang menjarah, membakar dtl )
'tapl juga: penegak hukum (yang menembak menganiaya warga dil.). Sebagian

= 'pemerhatt masalah sosial memandang pelanggaran hukum warga masyarakat_

' sebaga: refleksi ketidak puasan atas past condifion, yang dilampiaskan melaiui
retaliation afau lex talionis terhaaap kelompok atau simboi-simbol yang dipersepsi
lsebagaz representas; --dan dalam beberapa kasus bahkan substitusi-- ke!ompok
yang diuntungkan pada masa orde baru.

Jelaslah bahwasanya ketiadaan equality before the faw yang dialami warga
masyarakat kebanyakan vis a vis warga kelompok tertentu yang memiliki akses
(langsung maupun iak langsung) pada kekuasaan, harus diakui, merupakan suatu
fakta sosial yang sangat menyolok pada masa orde baru, dan nampaknya belum

berubah secara signifikan sampai sekarang. Kesadaran akan adanya konsistensi

“ineguality semacam il yang Deriangsuny dalam waktu beberapa dasawarsa, tidak—
dapat tidak, telah menanamkan benih-benih perasaan tertentu pada diri warga, baik
disadari maupun tidak.

Kebijakan pemerintah yang lebih mengutamakan perkembangan di bidang
ekonomi dan teknologi, daripada bidang humanisme dan budaya, makin
memperburuk keadaan. Pengembangan llmu Pengetahuan dan Teknologi, termasuk
pendidikannya, menjadi primadona dalam agenda pemerintah. Pengembangan

sumber daya manusia —yang dari istilahnya saja sudah mengobjektifikasi manusia—
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..”".38uii" mt kberatkar* pada pe guasaan z’mu dar- tekmiog: darzpada pnnghayatan_'i-

4 "nﬂai nilal manus;a lndone&a yang pemah duumpa; dalam kztab se;arah (yang welas—;

- --as&h suka menoiong wsambat sznambat gugur gunungm mengutamakan mtimltas .

-'__.'mnsatnya mangan ora mangan kumpul—— jUjUi’ menghormatl orang iua melu.”'

.' :";j_:_:.;handarbens dli)

Memang benar bahwa proses modem;sas: yang ter;adi pada akhlmya'_'._

::'_fnengacu pada modemnsasa ds barat yang d:padatl dengan mial mla: yang tentunya; . _

]uga beronentas; ke barat Sedik:t banyak proses |ni telah mengakzbatkan eros; dan§ -

dekadenss pada pranaza pranata yang secara tradss;oml teiah menopang send|~sendl_

"."_kemasyarakatan ‘Namun dx prhak Iam ternyata berkembang puia sejumlan nilat yang

' kemudsan menjadl “salah kaprah® karena. diinterpretasikan selaras dengan
'kepenttngan kepentmgan kelompok teﬁentu "Selba'.gai 'cor.]t.oh dapat dikemukakéh"
asas “kekeluargaan,” mikul dhuwur mendem jero, harmoni dan keseimbangan, yang
-dalam.-konse'pnya' yang orisinil tidak dimaksudkan untuk melegitimasi perilaku
menyimpang yéng dilakukan salah satu a'nggota “in-group,” atau menampilkan.
'-k_eb_ersa_maan'_yang semu/superficial. Lebih paran lagi adalah bila redefinisi tersebut
dilegalisésikah melalui ketentuan hukum atau kebijakan yang secara yuridis sah,
wa!aupuri secara sosiologis maupun filosofis masih layak dipertanyakan.

Dari pemberitaan media massa dengan jelas nampak bahwa target vigianie

- justice _sangat beragam, mulai dari anggota masyarakat sendiri (misalnya
penganiayaan/pembunuhan terhadap tersangka-pelaku kejahatan, penjarahan toko
dan tambak wudang, perusakan/pembakaran mobilfrumah), sampai dengan
vandalisme terhadap fasilitas umum yang menjadi tanggungjawab pemeriniah
{(pembabatan hutan jati, perusakan kantor polisi dan kecamatan dll). Tidak dapat
disangkal bahwa yang paling memprihatinkan adalah jika sasaran adalah jiwa,
apalagi diduga telah menjelma menjadi semacam ethnic cleansing.

Secara ringkas, semua tindakan di atas dengan mudah dapat dikonstruksi

pada tindak pelanggaran terhadap hukum pidana, yang mengandung sanksi pidana
vang tidak ringan. Namun reaksi aparat atas kerusuhan ini juga tidak seragam, ada
yang dengan segera memprosesnya, namun ada pula petinggl hukum yang
menyatakan “sulit untuk mendeteksi. apalagi membawa kasusnya ke meja
pengadilan.” Pembiaran semacam ini, mudah diduga, menimbulkan encouragement
bagi calon-calon perusuh (pofential vigilantee) di wilayah lainnya untuk bergerak.

Namun menurut informasi yang diperoleh dari wilayah Kalimantan Tengah, upaya
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.".-__’.“__."membawa petaku ke depan pengadllanpun temyata berakh:r irag;s Ksilka
o _perStdangan tengah berlangsung, keluarga korban rupanya ’ndak dapat manahan dm '
"-:.':.::'_1891 dan d: depan hakim dan Jaksa tanpa ragu Ia menebas ieher terdakwa Dapat

b dlduga bahwa haklm jaksa dan panltera ;uga Ian terbmt bmt untuk menyelematkan _

'}IW& masmg masng

il ewasa nampaknya kerapuhan _' ranata pranata yang meno g

- ekSiSteﬂSi masyarakat menjadt'"tsdak mampu untuk mempertahankan kese:mbangan%_f.f‘
el '(yang mungkm semu) yang ada begltu muncu! precrprfatmg facfor Terlepas darr'-

o 'i.';. apa yang menjads faktor pencetus -—termasuk kehadlran para provokator katanva—-—u |

pengabalan supremas: hukum yang berkeadllan nyatanya teiah membuahkan

. '”'kepahltan yang tiada tara dan mungk:n baru pertama kalmya terjadi di “;amrud_.

katu!;st:wa ini, antara lam dalam bentuk wgrlanfe justtce yangm erupakan bagzan
konﬂlk soszaf yang belum ada tandlnqannya di masa lalu negen ini.

M_EWU_JU_DKAN MASYARAKAT PATUH HUKUM:
MUNGKINKAH MELALUI PRANATA HUKUM SEMATA?

Apabila ditanyakan apakah hukum mampu mengatasi fenomenon
ketidakpatuhan  masyarakat dan pejabat pada hukum secara kbmpreher}s_if_,
- jawabnya _si.zdah jelas: TiDAK Hal ini dikarenakan oleh kompte'ksitas permasalaﬁ_én_
yang berkorelasi dengan periatiwa-peristiwa tersebut, sebagaimana diuraikan " di
atas. 'Murigkin yang paling sulit pada masa ini adalah mengajak masyarakat untuk
mempercayai pemerintah, mempercayai hukum, dan pada akhirnya mentaati hukum.
Tidak hendak disini diurai ‘mengapa manusia pribadi melakukan pelanggaran
hukum,” karena uraiannya akan sangat panjang ierutafna jika ditinjau dari
kriminologi. Namun patut dicatat bahwa dalam tecri kriminologi yang bersifat mikro,

: umumgyam»gaa‘ﬂke%@m@%@%@%&-@%@f-%ﬁgﬁda@at_m@mpengfamhi manusia dalam—

pengambilan keputusan yang berkenaan dengan pelanggaran hukum, yakni:
Fakior Internal:
¢ Persepsi tentang hukum (sbg aturan berperi- laku, kewajiban, paksaan
dil.)
¢ Pengalaman (manis, pahit & hambar) tentang hukum termasuk
pengala@an viktimisasi

¢ Cost & benefif analysis (yang tidak selalu harus bersifat ﬁnansiai)




Faktor Ekstemal :
.*-._{C:tra & klnerja lembaga pubiik
e _':Kondis: masyarakat '

i Kontroi sossal oleh Ilngkungan (approval/ dfsapproval/ nd:fference)

; _"_.-.-'-'-.:iNamun pada dasarnya menyusun stratege agar masyarakat dan pejabat_.f'
menjad! patuh hukum tzdak dapat dilepaskan darl pertanyaan mendasar mengapa_'_s
crang patuh hukum? Terhadap peﬁanyaan ini; Tom R "T‘yler pemab mengemukakar"_."
two theones of complrance wrth the Iaw _ '

' R R T Perspekt:f ;nstrumenta! ‘pada dasmya ‘mengetengankan bahwa -'
| manusia _-membentuk perilakunya untuk menanggapi (respon_s)

stimulus yang ada (dan berubah-ubah)® =

2. . Perspektif normative mengungkapkan bahwa manusia mematuhi

hukum karena hukum tersebut dianggapnya adil dan sesuai deng_én
mor_éiriya r_hengani baik dan buruk. Kepatuhan ini juga diiandas'i_
pemikiran individu yang mentganggap penguasa penegak hukum
berwenang untuk menentukan tindakan yang taat hukum.’

Bnamun pada saat ini persepsi publik tentang hukum memang sudah sangta
buruk, apalagi ketika mereka menyadari bahwa ada diskrepansi antara Law in the
books vs faw in action. Law in the books memang seharusnya dibuat oleh para
legislator dan eksekutif, dan juga menampung aspirasi publik. Sedangkan Law in

action atau implementasi hukum:

% tergantung pada kehandalan dan komitmen pelaksana + ketersediaan

sarana & prasaran

* Diwarnai oleh budaya lokal maupun lembag _

*Rentan pada perubahan sosia

*Memerlukan control management yang efektif

Tom R. Tyler (1990). Why People Obey the Law . New H.haven: Yale University Press, hal 161 dst.
Peop!e are shaping their behavior to respondio changes in the tangible, immediate incentives and
penalties associated with following the faw — o judgmenis about personal gains ald losses resuliing
from different kinds of behavior.
" It is concamed with the influence of what people regard as just and moral as opposed {0 what is in
their selt inferest.. it also examines the connection between normative commitment to legal
authoritites and law-abiding behavior.




e ._:_fj_::::f:Secara rmgkas dapat dakatakan bahwa Membangun masyarakat yang pedul; & taat
i _'--:*hukum menuntut R E e s LA e

= -{"-;'__-§__':".Teladan me!alul good & Iaw ab:dmg behawor para pemampm dan tokoh

pangttma

‘*’ --.-Adanya grand des:gr:: for Iegai reform

e * -'Upaya yang terkcord:nas: & smerg:shk antar !embaga .'

_':'pohf:cal w:ﬂ dars para pembuat keputusan untuk mefetakkan hukum sebaga;

_ﬁ"*%*'_; Educaz‘ed&mformedpubkc Rt e
PADA _AKHJRNYA.'...

_Bébe_rapa upaya dapat diusulkan -u'ntuk_memecahkan keberadaan vigila_nte_

 justice melalui hukum, namun harus tetap '_dii:hgat bahwa pemberdayaan hukum
5 b_’e;lakafuntu_k mengatasi hal tersebut tidak mungkin berhasil tanpa didampingi oleh

hehataa_n kembali sistem politik dan ekonomi._ Upaya-upaya yang berkenaan

'dengsn hukum misalnya:
1. Perumusan kembali hukum yang demokratis dan berkeadilan
Bahwasanya hukum di masa lalu (entah masa sekarang) telah menjadi Tools

of The Rulers telah disadari bersama. Oleh karenanya yang periu dilakukan

adalah mengkaji kembali aturan-aturan vang ada dan melakukan revokasi
(penarikan kembali), revisi (pengubahan) serta pemberlakuan ketentuan baru
vang diperlukan. Kewajiban ini bukan hanya diletakkan pada lembaga
legislatif, tapi juga \Iembaga' eksekutif yang pada dasanya lebih banyak
mengeluarkan peraturan implementatif. Budaya, kebutuhan dan potensi lokal
harusiah mendapat perhatian yang jaun lebin besar daripada kepentingan

pusat dalam rangka otonomi daerah.

2. Peningkatan penegakan nukum

a. Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hukum

Upaya kepolisian ini harus pula ditunjang oleh aparat penegak hukum lainnya

(jaksa, hakim) agar -perkara dituntaskan, dan tidak floating atau bahkan
freezing, yang mencerminkan tidak berdayanya hukum. Mengingat perilaku

vigilante jusfice merupakan imbas dari serangkaian peristiwa yang




- "__.bersangkutan dengan hukum dl masa Iaiu penyefesalan kasus da!am hal :nl_"“

"-nda,( hanya terbatas | pada wgrlante ;ustrce Untaﬁ(_"_'

_'-kepnrcayaan masyarakat

e "3."_'-_5_cian menun;ang equaltty befbre the !aw bukan hanya ter;adi penjahat Jalanan

"'.'karena seke!ompok orang mungkm ber;ust:f;kasz “1kan besar saja dlblarkan_;_”

meﬂge_moahkan'_’f_ |

'h:dakan penegak hUkum yang tidak: d;sknmanatlf.-_:':- )

: -':'-'_'?lzwat apalaglterimter[ sepert: kamz

b -H'a"ru'é'-di"tékéhkah égar .tidak "t@rjédi 'Iagz pembaaran atas peianggaran»_.
B 'pefanggaran hukum (mungkm karena polisi merasa "maju kena mundur"

: kena”) Upaya proaktlf dan reaktn _\/aﬂG dilakukan tidak dapat. karenanya -

- _harus bersifat Iocus»spec:ﬁc berdasarkan social mapping yang te!ah_:
'dllakukan Para pengambll keputusan dalam bidang penegakan hukum pun .

- -harus menyadan bahwasanya tldak mungkKin menerapkan strategi yang sama'_ _

untuk semua _w_a__i_ayah di Indonesia. Semua ini tidak mungkin pula dilakukan

tanpa upaya untuk meningkatkan kinerja Polri, utamanya dalam supporﬁng'

equrpments karena keterbatasan sarana dan prasarana mempunyai dampak
yang cukup signifikan dalam produktlv:tas mereka.
c. Penmgka_tan kualitas aparat lembaga hukum, melalui peningkatan

manajemen: rekrutmen, pelatihan, pendidikan, promosi, penggajian dil)

3. Pengikut sertaan rakyat dalam berpagai tingkat pengambilan keputusan
(demokratisasi)

Upaya ini dimaksudkan agar rakyst ditempatkan sebagai subyek bukan

~~“‘*~~‘w-“‘m"“““W@by@“k“ﬁﬁtﬁ%(“ﬁtﬁtﬁr—*ﬁgaWm@ﬁmﬁdikaﬁms“éﬁ”se“ﬁr belonmging wereka dalam

kehidupan bernegara. Tanpa adanya partisipasi publik aken sangat sulit bagi
masyarakat unfuk melihat kesungguhan pemerintah daiam penyelenggaraan
tugasnya yang benar-benar menyarskan kepentingan mereka. Ketidak jelas
dan ketidak transaparanan proses pengambifan kepumtusan  membuat

masyarakat mempertanyakan: apakah kepentingan mereka diprioritaskan ?

4. Penerapan konsep Good Governance
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r(onsep ini Derkenaan dengan ) iegmmasz pemenntah (tmgkat _':
il f._;:demokrat:sasn) b) akuntab:iztas pemermtah (pembuatan keputusan yang
| '.:_:transparan mekamsme pertanggungjawaban pemerantah dan kebebasan
-:'_pers) c) kompetens: pemermtah untuk membuat dan meiaksanakan

"__-__-_kebuakan "dan d) penghormatan pemermtah pada HAM_ dan ru!e of law

 '_':.;_:'(per[mdungan'atas hak mdtv:du dan keiompok kerangk ':_kegsatan ekonom1 ;"

::dan SOSIaE serta par‘iESlpaS :publik S

”TPENuTué a

_ V:gflante ]UStICe merupakan suaiu haE yang sangat memperehat;nkan dalam
suatu negara yang berdasarkan rule of a‘aw dan kar@nanya bertanggungjawab atas -
Keamanan dan._kes_etamatan rakyatnya.  Konflik sendiri. memang tidek mungkin

terelakkan dalam_masyarakat yang dinamis dan heterogen. Namun tingkat social

discontenf yang ada jelas akan memberi warna pada gradasi bentuk konflik, dari
yang kecil dan s.ederhana sampai yang besar dan berskala luas, dari yang =~ | -
mérupakan tindakan main hakim sendiri terhadap pencuri yang tertangkap tangan,
sampai dengan pembunuhan massal terhadap'etnis tertentu.

Penyelesaian vigilante justice secara yuridis seringkali tidak berperan banyak
apabila pranata hukum tidak dianggap lagi sebagéi-*‘satu mekanisme penyelesaian
sengketa yang impariial and fair. Pemberdayaan hukum untuk menyelesaikan dan
mencegah vigilante justice tidak dapat berjalan seorang diri, namun harus didampingi
dengan upaya-upaya sosial lainnya. Upaya utama adalah membuat rakyat --
terutama mereka yang terlibat dalam vigilante justice -- untuk mempercayai bahwa
pranata hukum {baik substansi maupun apart penerapnya) mempunyai kontribusi

dalam menyelesaikan masalah mereka,

Komitmen. pemerintah. untuk memberdayakan.-bukum-melalui-pencanang e
supremasi hukum yang berkeadilan tidak lagi dapat terjadi sebatas retorika saja, |
akan tetapi sudah mulai harus dilaksanakan melalui action plan yang lugas dan
aspirataif. Namun tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam hal ini, tidak akan

hukum dapat berperan banyak.

8 Penjabaran mengenai Good Governance dan pelaksanaannya dapat dibaca dari laporan World
Bank dalam Governance: The Worid Bank's Experience. Washington DC: The World Bank, 1994,
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PARADIGMA BAR?J DALAM ’\/.{E‘WGJUDRAN MA\YARAI*;AT PATUH
' H{ hU‘\fI

' _'ZBanyak yang, manoat Lau bahw; rcf‘ormaa; po}mk teiah bermph&asx neé,atxf terhadap_
-__.'kepatuhan hokum masyarakat, Dzbandma’e\an dengan inasa-masa sebelumnya, menuryt -
panvangan ini, tingkat pengbargean-wasyarakat »ekaza{; ‘baik terhadap hokum maupur:

~gparat:negara, kian merosot. Tidak sedikit di antara fenomend unjuk rasa yang terjadi ©

datam beberapu tahun terakhiv ini bertentangan dengan atwan perundangan vang ada.
Bahkan lebih dari iny, bukan hanya ketentuan perundangsm yang dilanggarnya, melainkag

| Juga mstitusi peneg gak Lekumnya. Sudsh tidak amdah diingat 1agi, berapa jumlah markas

Polnn yang dirusak massa, gedung DPRD atau kantor pemerintall diserbu, berapa kali

!D"

‘pintu gerbang mamgu Gedung MPR/DPR &t Senavan harus dig inti, anggota Pold vang

terkena iemparan batu atau bahkan ada vapg dibakar massa, juga merupakan fenomena
demonstrasi massa yang paling mutaklir,

Demikian pula dalanm: kaitannya dengan konflik borizontal vang ada dalam masyarakat,

tawuran antar-kampung, telah menjad: trend tersendini, Mereka seolab-olsh pdsk peduli
terhadap hokum dan nasib orang lain, Dalam bentuk vang lain, wujud pembangkangan
social {social disobedience) i sepng kita hhat di jalan raya. Misalnya, para pedagans
vang mepggunakan trotoar jalan sebagal media untuk menawarkan dagangannya. Bukan
vemandangan vang sneh bila para supir angkutan emum mangkal dan meoungon mwatsn
di tempat-tempat yang bertanda “S”. Walau pun ada larangan membawa penumpang &
atas bak terbuka di jalan wl, dalam kenyataan kita sering menyaksikan pemandangan
vang melecehicen ketentuan hokum tersebut. Menwrunnya k»ttdak patuban hokum nd
juga terhibat makin mencolok dan merata di kalangan pekerja kantoran (White Collar).
Keujuran, integritas dan moral pobtie tidale Jagi d:_;adxican patokan bagt mereka untok
menmerjuangkan kepentingannya, Meski pun ada larangan menerima suap, politik vang
dan sejenisnya marak & berbagat instansi, khususnya di lembaga perwakilan rakyat vang
notebene harus menjadi kekuatan pelopor p‘,mb\,ramiaba'z Koropsi, Kolusi dan Ne,pomme
(KKN). Dan masih banvak contoh lain vang mennmjukdan adanya kemerosotan
magyarskat di dalam menghargal atwan perundangan, yang menuryt sementara orang.

disebabkan oleh adanya reformnasi politik tersebut,

D, bilE  dreustr iEhil  lagjay, Recerderingan AU fEnoHicnE di ats] SebanaivE
bukan semata-mata disebabkan oleh adanya perubahan system politik, vang ditandai oleh
adanya pergantian dari Orde Baru ke Orde Reformesi. Danl sisi pohibk, memang betul

bahwa menurunnya tingkat kepatoban publile terhadap holum disebabkan oleh adanya

} Sumbangan pemikimn uotuk Sarssehan Sehari Sespari Polri, 29 Nopember 2007,
2 Ahli Peneliti Utama Bidang Perkembangan Poliftk dan Pemzh mn Pembangunan LIPL Sampai sekarang

masih dipercays sebagar salah satu Penasehat Ahli Kagold.




: ;_sernacam ev*akuman kcLuabaan (vucaum 0{ pow_e
masyarakat “d;seragamk _ dan terialu dxawasx oieh

ua"_ Lfor;mw sckaraﬂg, pennmpix __v'm

'-f_fp,:,razén. B‘ghkan e

'a_telah Iebih dan _tlga dasawaz sa
enexm_tah, khususnya '“NT ::ian

ktmt:?bdum }qta:
loma}mj,a In,gﬂmza:s; pohuk sang pemimpin,. hanya dalam wakzu.
“empat. tahun sudah EC':}udl persannaﬂ Lepala negara ‘sebanyak tiga kali: Dan Tt PR

:efekuf (sfrorzo c‘mcf eﬁecfm; governi 'm‘} ch czalam men;a!an}\m funsz:;m»a. c

 dapat membenarkan tindakan sang penguasa. Oleh karena itn, fidak ferfaiu mengherankan
. ee}dan lama éikungkung da dalam ikbim politk vang menakutian,

I\&ﬂmd*an merssoinys kepatulan hokum ini jugs discbabkan oleh sgjumlah facter lain

‘yang tidak mudsh wnik segerz
- perubzhan masyarakat dan taptangannya yang. bagitu cepat. Apa yang dianggap s&suail

pererintah maypun DPR masih sangat lamah dibidang legislasi ini. Kedua, proses
penegakkan hokum sermg tidak konsisten. Aparat pepesaknya tidak jarang melakukan
- diskriminasi, dengan memibak pada mereka yang kuat atau memiliki uang, ketimbang

apsrel negara semalin wmercsot. Gara-gara maling sandal, harus berurusan dengan
pengadilan, sementara yang menikmati dana friliunan mpzah dari BLBI (Bapfuan
Likuidasi Bank Tndonesia) terlepas dari jerat hokum. Ketigs, pelanggaran hokum ifu
dilakukan karena buta hokum atay budaya masyarakai yang memang bslum hokum
P ————— wmmwn_ﬁsgﬁg{;dﬁﬂgw@a@&hg}y{aﬂb\g&a}uﬂﬂ aturan ﬂPnInr';'?n(n!n holah ‘!Zd? mﬂﬁ ﬂ?é"ﬂ'l?f},dl salah satu

“boleh jadi Lita dapat membeua arkan. Dbstapa perlunya sgbuzh ps:mermtah'ln yang. kuat dan'--* .

- 'Mesiq pun aemz}\mn hcia,d 2l bexam bahwa ke«alahan bukanla}a t@riefak pada 1efomua.,1- -
_ politik it sendiri, Dalam maqyarakat vang strukiuy dan ha!mrnya masih sangat berbau
feudal, seperti Indonesia ini, peran.dan teladan. PEMITIPID IMENANG sangat menenfiican. .
_bmarah politik kita menunjuikkan betapa ke dudukan penguasa di mata publik jauh lebih

menenwkan ketimbang hokum. ‘Babkan tidak jarang tcrjadi bahwa hokum dibuat hanya

_ sekeda: untulk membenatkan tindakan pengm‘za Dan sehaliknya, jika termyata ada aturan
3cmg tidak sesuai dengan kehendak pimplnan, “semuanya bisa diatwr”. Artinya buk.m_

 penguasa yang harus tunduk Acpada helcum, mehm_kan sebaliknya, dicari cara-cara yang

jika sekarang masyarakat seolah-olzh berpesta pora. mengekspresikan Lubtuaqm setelah

diztasi, Pertama, kevakuman hokum sebagai akibar dari

- untuk sepuluh atauw dus pu’mh tahun vang laly, sekareng sudah harus diubah. Namun, baike

rakyat kebanyakan, Pada gilivamnya, tingkat keparcayaan {frust) masyarakat terhadap

penyebab  dari solitnya  penegakkan hokum datam amsyazakat ieﬂ\adenﬂ, pula,

masyarakat merasa enggan ustuk menvelesaikan sefiap persoalan dengan melewati
prosedur hokum. Disamping makan waktu dan tenaga, pada umunya justro tehih mahal
pula. Pemeo mengenal “lapor kehilangan kambing, harus dibayar dengan sapi”, sudal
menjadi pengetzhuan wnum, Karenn begini transparannya persn nang dalam penegakan
hokum, KUHP yang mestinya kependekan dari Kitab Undang-Undang Hulum Pidana,
digantikan dengan “Kasth Usng Habis Perkara™ Terakhir, lemshnya penghargaan




o maSyarakat terbadap' hokum moa disebabkan oiah keadaau eLonoxm_merekd Masyarakat
- melawan hokum, bz&canlah :'karena Letxda}\pamhaﬂ mer eka te;rhaua n'eg_ara' _a_kan iefapz_'

' :_-bukan kalancan profess‘onai maka Qeﬂah cara u}\m dﬂakulran Lntuk n.enmmbmzs indup S

- mereka. Bagaimana 1nungkin Jakarta termmup bagmi tukang becak, pemulung, dan’

pedawana i trotear serta mar::ka v‘.nfr haru.s !_mggal di i:.antamn Kali bila: mizhan iam%'l.'_' N
ana}ebﬁz balk tidak fersedaa e . == S

_'.'Bcran_,kat aan segum_zm masazah d: atas pcntmg hag tha unmk memperhmkanj 3
_}anai\ah Ian_l(an pua aikan se oaualb nkw: : : S :

= Peﬁmma ch h{ll&l’l‘-’a‘l c-,huc; neoard' haﬂla ada kemman mtek melakukan  perubaban
imalxah lakn. {(:tﬁ(a) dan moral poktik di dalem memiropin tassanya. Sebelum reformasi -
embagaan ‘dan aturan (lega, j dilakukan, sesuat dengan Jatar belakang socxa}-budaya '
: Ivdones.a yang masih berbau feodahttm fersebut, peran dan teladan scorang pemimpin
O yang ‘berétika - sangat -ditunggu-tunggn. Scbeb, jika semangat inj tidak dimulai, kita
. khawatly, pergantian pemimpin - yang rerjadi uoak akan banyak artinya bagi proses
-.-;,engmbancan kehidupan negara vang bersith dan berwibawe, kecuall banya bergant
Goge figwmys. Dengan ke lan, kaic.a, put, terjadi pergidvan kekuasaan, sang pan.gua::a bar
“alag be_rpenlczku samz dengan vang digantikannva. -

Kedua, wformﬂ hOrLuh_ menjadi kebutuban kita kemudian, setclah peran pemimpin di
Qalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menggentikay budaya kekuasaan menjadi

'buday& hokum serta system hokum yang dapat dimengerti secara universal, Selungga,
kepastian hokum bisz dijamin, Masalahnya, bila serua ketentyan lota seralikan pada
pemimpin, maka vang berlaku adalan persepqi dan kepent.iuaan kekuasaan, bukan _
penegakan hokum. Cleh karena itu, agar iddim improvisasi, suka atau tidak suka den
subyektivisme penguasa tergantikan, maka perlu dibuat aturan peiundangan yang lebih i
kontekstual. Aspek kontekstual ind sangat menentukan dalam proses penegakkan holoum,
agar setiap ketenmuan vang berlaku tidak mengambang dan asing dengan kondisi
masyarakatnya. Retorika pemerataa Sebagaimana diketahui, wmelainkan karena
keterpakbdan

Ketiga, daiam ravé}\.d membdmmn aubuah cara pcmermtah?n yang baﬁa (good
gov emmwe} kita periv memberi ruang publik kepada proses pengawasan dan evaluasi,
Tentu bukar lembaga eksekutif vang harus melakukannya, melainkan sebuah kekuatap
eksternal vang dapat bertmdak secara netral terhadapnva. Guna menghindari penyalah-
gunaan  kekussaan, maka  lembaga-lembaga  pengawasan  perlu  dimasyarakatkan,
Tumbuhnya Civil Society, di satu pihak, dan prinsip-prinsip alamtabilitas, demokratis,

E O




;3 transpamn :serf:a }compe:tensx d1 -:dahm pen@,am‘bﬂ

;'imasva;a}c:it't&rhadap dpa_r:u peneg:a}\ -holum w? geqan d’mqt dnath kcmHah m*makala ':
.".'._'CItL., abdl hQ umsudcth me'nbaﬁ\ T : R - S

an.:_kepum\an pubhk da pxhak_iam akan_':..'_';.._' :

: :Kaimm :,esaahs 51 ah.zran perimdancran bam y‘,.na, Lonte smal perlu terus dﬁa!qdcaﬂ Im_ .
_'In"n.}ad sebuah kebLttﬂxa.n: Rarena’ {atar ‘belakang pend:dn <an dan budaya ‘masyarakat
--:Indonesza yang  sangat majemuk. Bagl ‘kalangan tertents vzmo suc‘ah well informed, .
misalnya, pemahamau hokum mereka dapat dﬂakuzcan lewat sarana. media massa atau -
.bahan tarrul:s latngya. “f'ay bagi ke’mnmk Anggopta, mas ,fam}cat vang jauh dari pusat-

‘pusat perkotaan, akan lain ceriteranva. Mereka memeriukan penyuluhan secara terus-
menerus. Tapi, tentumys dengan cara-0ara yang membikin mereka simpat, dan mevasa

- tertark untek i, bukan ZawaL ﬁ:&lﬂaan Sebab, begitu hal ymfr terakhir ini yang dlp]]!h

__bolch ;ach vang munmfz aaalah 1483 taimf atau resisten, bukan taat hokum

Ter. akhu pemgkatan kcs&;ahtcraan ekonorm II.!‘%*-}’&I’im.L termasuk para penegak
hukmnnw. Barangkali sudah menjadi pengetahua wnu, bahwa proses penegakkan
- hokum d tanph air sampai sekarang fidek mengkutl prinsip-prinsip “rewards” and
“punishment” vany logis, Selain keterbatasan sarana, para penegak hokum vang notebene
nerawal hegerl, gajinya sangat rendah. Jangan bicara mtegrites dan dedikasi bila

Padiaeg

kebutuban dasar snereka tidak terpenubi. Mana mungkin pepegsken hokwm dapat

ditakukan, bila aparamya dapat diajak “kerjasama” dengan pelanggar hokum. Seiain ity

masyarakat wnum pun herus ditingkatkan taraf hidupnya, Sehagaimana dikenmikakan di -

atas, leinahnya kepatuhan hokum vang terjadi sekarang, bulaniah sebuah fenomena yang
darang tiba-fiba, melainkan sudsh memilika akar sejarah yang panjang, Masalahnya,
kenapa bara muncul belakangan, imy karena mereka berada dalay iklim ketakutan di
masa lah, bukan ketaatan, Jadi, selein perlu ditegakkannya hokum (punisament), mereka
punt harss mendapatian penglyargaan {rewards), dan’ adanya kontrak social yang mereka
bertkan kepada negara. Dalam arti, jika mercka diminta setia kepada negara, lantas, apa
vang telah disediakan oleh negara untik mereka. Untuk masyarakat Amerika Serikat
vang secara ekonomis sudsh sejahtera, vngkapan John F Zennedy vang sangat terkenal
i “jangan tanyalkan apa yang diberikan oleh negara kepaﬁa kita, tapi tanyakan apa yang

“Sudal Wila beriikan ik negara”, memang Hdak keting Warpmen bag- bangsa-Tndones g

kebanyakan yang selama sekian tahun hanya menjadi surmber legitimasi penguasa, tanpa
diperhatikan kesejahteraannya, rasanva ungkapan Presiden AS tersebut lebih merupakan
wacana, Dalmn kesehatian, rakyat harus menahaéapi dilerpna, taat aturan dengan
kongekuensi perut lapar, atau, sebaliknya, perut terisi tapi haros melanggar hokuwm.
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“MEWUJUDKAN MASYARAKAT PATUH HUKUM BERLANDASKAN
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SESPATI POLRI DIKREG lii TP 2002

PESERTA SESPATI POLRI ANGKATAN I
T.P. 2002




tentang - bagaimana-
p‘atuh hukum Syang beri_ansaskan_-
s e gat 'persaluan'

- Atas dasar masukan masukan tersebut d}harapkan Polfimampu

; .__':j__"'_i_"}-_f_'_-;membeﬂkan saranfpendapat kepada negara tentang upaya.f'.f‘ S
._'j'j-;_'_-l__mesumdkan masyarakat patuh - hukum = dan’  bagaimana =
ot .peﬁanganan secara komprehens;f oEeh semua komponen bangsa

gy TEMA SARASEHAN

: '_'_'_:"PARADIGMA BARU DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT
. PATUHHUKUM®. - 3

"PESERTA SARASEHAN A

: ‘-:_.'Peserta sarasehan adaiah pakar hukum praktisi -hukum, pejabat

.-_--_pemenntah ‘tokoh-tokoh masyarakatltokoh adat, Pengacara, LSM,

. tokoh-tokoh organisasi pemuda, DPR dan lain-lain yang berkait dan %
"-bertanggung jawab daiam upaya mewujudkan masyarakat yang patuh -

: -_hukum

4, 'TEMPAT DAN WAKTU

Sar_asehan akan dilaksanakan di Hotel Indonesia Madura Room Lantai
- 8, JL..MH. Thamrin Jakarta Pusat, pada hari Jumat 29 November
2002, Pukul 09.00 —17.30 WIB.

. BENTUK SARASEHAN

Bentuk sarasehan adalah diskusi panel, dimana peserta sarasehan

{floor) bertindak selaku penanggap aktif dan memberikan masukan
- teniang upaya-upaya mewujudkan masyarakat patuh hukum. Adanya
aktivitas seperii itu, diharapkan diskusi akan berjalan secara interaklif
yang dinamis.




e .: .:_ke.pentmganmasyarakat dsb ) beseria lmphkas:nya

6 MATERI SARASEHAN

Sessnon I

‘Kondm; .undangan d| Indones:a saat in

peraturan perunda
- fidak berpfhak kepada_*f:-_-_g_::--

erutama. . (warisan -

h 'Peraturan Daerah yang bertemangan dnngan pmra’{urar} nasaonai |
Lo ".jjatau ha!-hal yang beium d;atur daEam Perda beserta mphkasmya

.C. _ -Penegakan hukum:.'_ y_a;}g__ _- -dlwarnat _ .dengan KKN . beserta
- implikasinya, S T |- I T

d. 'Sistém hukum di Indonesia beserta implikasinya.
- SeSSion 1
'_.'Dart .para tokoh adat, tokoh . masyarakat dan pakar sosiologi hukum
diharapkan dapat memberi masukan tentang kepatuhan masyarakat
terhadap hukum adat, berkaitan dengan :

a. Model-modal hukum adat yang ada di Indonesia.

b. Mengapa hukum adat dipatuhi dan bagaimana proses internalisasi
“hukum adat sehingga sehingga dipatuhi masyarakat.

c. Bagaimana prospek hukum adat dalam lingkup hukum nasional
dalam upaya mewujudkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Session {li

Dari para pengamat keamanan, pakar hukum dan prakiisi hukum
diharapkan dapat memberikan masukan mengenai :

“a 'Ké'bijakah dan 's'r‘ii‘atéé'i hégéré chemerlntah yang belum sesuai

dengan sistem penegakan hukum dan sistem keamanan negara
demokrasi.

b. Pandangan tentang Sistem hukum vyang tepat bagi negara
demokrasi dan sesuai budaya bangsa indonesia.

c. Pandangan tentang Sistem keamanan yang sesuai dengan negara
demokrasi dan sesuai dengan budaya bangsa Indonesia.




R I

E -Sess:on 1

. f E Kapo!n (Key Note Speaker)
i Prof. DR Loeby Logman. -

'_—-Dnrjen Peraturan Per Undang Undangan Depkeh & HAM?._

e :— Pakar Hukum Adaf

= lmamPrasodjo _Ph_d .

= Sessmn i

- DR. Harkristuti Harkrisnowo SH, LLM
- DR. Indriz Samego

8. PESERTA (+ 150 orang) terdiri dari :
a Pakar (10 orang).

1) Prof. DR. JE. Sahetapi

2) Prof. DR. Prasojo

3) DR. Parni Hadi

4) Drs. Koenarto, MBA, MM.
5} Prof. DR. Rony Nitibaskara.
6) DR. Rusadi.

b. Praktisi (20 orang).

1) Ka Korserse

2) Dir Pidum

3) Dir Pol Air
_.4)_ Ass Ops Al

5) JAM Pidana Umum

6) Kababinkum Depkeh & HAM

7} Kababinkum Kejagung

8) Kababinkum Polri

9) Kabahumas Polri

10)Kapolda Metro Jaya

11)Ketua Pengadilan Tinggi Jakaria
12)Kajati Jakarta

13)Kadit Bimmas se Jawa (4 orang)
14)Ketua Komnas HAM Jakarta.
18)Ketua YLBHI Jakarta




i _-17)Kababmkum TNI

i c ._.:_Tokohfcokoh e’un;s (‘1 5 orang)

2) Batak (yangadadiJakarta)
_::---Mm_ang (yang ada di Jakarta) :
'4) Jawa (vang ada di Jakarta)
+5) ‘Sunda (vang ada di Jaka
" 8) Dayak (yang ada di Jakaﬁa)
7} Papua (yang ada di Jakarta)
8). Bugis {(yang ada di Jakarta) -

= _16)Katua Advokas: indonesaa_.}akarta - i i

oy Acah (yang ada ds Jakarta).:' e

".9) Banjar (yang ada di Jakarta)
- 10)Madura (yang adadi Jakarta)
- 11)Sasak (yang ada di Jakarta)

- 12)Ambon (yang ada di. Jakarta)
-13)Manado (yang ada di Jakarta)

14)Bali (yang ada di Jakarta)
~15)Betawi (yang ada di Jakarta)
: _516)Etms Cma Ambon

d Pendad;kan A &

1) Rektor Ul / mewakili
2) Rektor ITB / mewakili
3) Rektor KP1 / mewakili
4} Rektor UKI /mewakili
- 5) Rektor UBHARA /mewakili

e. Pemer.intah dan DPR (5 orang)
1) Depdagri
2) Kehakiman & HAM
3) DPR (Komis )
4) Dep. Infokom

f. Pengamat (10 orang)

1) Ketua Kontras Jakarta

2) Kriminolog Jakarta

3) Governtment Watch Jakarta

4) Ketua Yayasan Konsumen Jakarta.
5) Ketua Police Watch Jakarta

6) Ketua Parlemen Waich Jakaria.

7) Ketua Gamatpol Jakarta.




g Tokoh Masyarakat(m orang) .

: 1) Ketua MUEJakaﬁa

o 2) Ulama Jakarta o
ad K Zannudm NIZ Jakaﬁa
'?i---i : -:'-_Tokoh Agama Katholik, Jakarta
- “Tokoh Agama Protestan Jakarta B s
Tokoh ‘Agama Hmdu dan Budha Jakarta

'-"':'3-'3) Budayawan: : i e e
i = Dr.Anhar Gonggong .:~ Tauﬂk lsman
~Asmail Mardgukl i - Sys NS
Harry Rusli. N
~Christine Hakam
Tltik Puspa

|

o h. _-.Tokoh—tokoh poht:k (10 orang)

1) 'F’DI Jakarta _
2) GOLKAR Jakarta -
3) PPPJakarta
. 4). PAN Jakerta
- .5) PBBJakarta
. 8) Ketua Pemuda NU Jakarta
7)  Keiua Pemuda Muhammadiyah Jakarta
8) Ketua GMNI Jakarta
9) Ketua HM! Jekarta
10) Ketua BEM Jakaria

i, Mahasiswa / Pasis (70 orang)

Pasis Sespimpol (10 orang)
Mahasiswa PTIK (10 orang)
Pasis Selapa (10 orang)
Mahasiswa ; Ul JKt, UKl Jkt, UPI Jki, UBHARA Jki,
Universitas paramadhina Jkt, 1AIN Syarif Hidayatullah Jki,
Universitas Trisakil.

8) Peserta Sespati (30 crang)

ELLS

9. RENCANA BIAYA

a. Honor pembicara: 9 X Rp. 200.000,- Rp. 18.000.000,-
b. Honor pakar : 6 X Rp. 1.500.000,- Rp. 9.000.000,-
c. Moderator : 3 X Rp. 1.500.000,- Rp. 4.500.000,-
; d.  Transport peserta Mahasiswa
35 X Rp 50.000 Rp. 1.750.000,-
e. Transport / konsumsi Panitia Rp. 5.000.000,-
f Publikasi Rp. 5.000.000,-

g. Dokumentasi Rp. 2.000.000,-




‘. @Rp. 85.000,- Iorang
(] Xmakan'
' “-f"_f_iJumlah ......... SN

b DarSponso |

. ” Konsumsz 150 orang
xSnack)"'" el

S : Rp 58 OOD OOO ;-" :_. - ;
e --'( L;ma_Puluh Deiapan Juta Ruplah )' T TR

Rp 12 750'000 el

£} oBBeseq, & o 38

i SUSUNAN PENbURda

':_.-_KBP Drs.;YASIR KARWITA
= 1 KBP: Drs.' BUDI SANTOSO
'~ 'c. Bendahara - KBP.Drs. LALU. SUPRAPTA
d. Orgamzmg Commltiee . L KBP.Drs. DIDI ROCHYADI M, MM.
: 1 KBP Drs. ASGAR SUMANTRI
.= KBP Drs. AGUS YUDARTO
- KBP Drs. CHAERUL ASMARA
1 KBP Drs. YASIR KARW!TA |

- :_-__'a Ketua _
b. Sekretans

-LALU SUPRAPTA

: KBP Drs. IWAN NURISWANTO
: KBP Drs. ARI'SUBOWO -

- KBP SUWANGSA. SMIK

- KBP. Drs. AGUNG KUSNEIDI

: KBP Drs. MAYESTIKA MAJID

¢ Steering Committee - :.KP:B_.Dr's.

12. PENTAHAPAN SEMINAR

a. Tanggal 15 Oktober 2002

b. Tanggal 6 Nopember 2002
c. Tanggal 10 Nopember 2002
d. Tanggal 15 Nopember 2002
5; e. Tanggal 20 Nopember 2002
e Tanggal 28N
g. Tanggal 29 Nopember 2002
h. Tanggal 30 Nop - 2 Des 2002

: KBP Drs. LUKITO -

Finalisasi Proposal
Rapat Panitia Sarasehan
Menghubungi Pembicara
Penyebaran Undangan
Rapat Lengkap (Final)

pember2002 —Persiapan-Sarasehan—

Pelaksanaan Sarasehan
Penyusunan Laporan

KOMBES POL NRP. 53030043
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oan NGKA AQUAN sai { SEHARI
_--MEWUJUDKAN MASYARAKAT PATUH HUKUM
'BERLANDASKAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

PESERTA SESPATI POLRI ANGKATAN [1#
T.2. 2002




- . _ BERLANDASKAN BHINNEKA TUNGGALIKA” e A

signifikan harus berubaha adalah aspek hukum, dimana d
i-_-q_é__mck{atis.--'h_g';ku_m__ha:_r_u_sj_-'iadi_'pang_lima.(s_upr_engsiihu};um_)_. S

. peraturan perundang-undangan yang yang ada sebagian merupakan warisan

' ‘menyelesaikan masalah hukum menurut caranya sendiri. Gambaran ketidak

sformasi Indonesia telah membawa banyak perubahan dalam berbagai
- aspek kehidupan dan menuntut kita harus berubah, salah satu aspek yang
lam negara yang .~

il e ':Ko_'rjtnji's_'i:'_-:ifé_ij_kur_ré:'-'1_n_d'o'hesia -sa'af_zihi_ memprthatmkan hal ini _térjadi_ kafeﬁa:

“kolonial. yang dibuat. untuk kepentingan kolonial; peraturan yang dibuat belum -
berorientasi  kepentingan masyarakat (hanya untuk kepentingan penguasa), -
* ‘terjadi tumpang tindih wewenang karena Undang-Undang -yang dibuat
‘berorientasi sektoral, pelaksanaan penegakan hukum diwarnai KKN, sehingga
" 'semakin jauh dari rasa keadilan masyarakat. ~ . .

Rt 3_-{Koh_disii.;ier_sebu't di atas menyebébkan ‘masyarakat tidak peréaya tehadap
hukum, pelanggaran hukum  terjadi dimana-mana -dan masyarakat cenderung

patuhan - masyarakat terhadap hukum demikian transparan dan dapat
‘mengganggu -aspek kehidupan lainnya, terutama aspek ekonomi dan aspek
| keamanan, ;

- Jika kondisi tersebut dibiarkan, maka cita-cita supremasi hukum dalam
" 'Negara Kesatuan Rl yang demokratis tidak akan dapat diwujudkan. Oleh karena
itu, diperiukan upaya-upaya perbaikan secara komprehensif dalam mewujudkan
masyarakat patuh hukum berlandaskan Bhinneka Tunggal lka, guna
menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa indonesia.

Upaya komprehensif tersebut antara lain melalui pembinaan hukum,
penegakan hukum dan sistem keamanan yang sesuai dengan negara demokratis.
Dikaitkan dengan tugas Polri dalam mewujudkan kamdagri melaiui: penjagaan
kamtibmas, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, seria

penegakan hukum: maka dalam upaya mewujudkan masyarakat yang patub
hukum diperiukan suatu sistem keamanan sebagaimana dijelaskan diatas.
Pengalaman negara-negara maju seperti; Inggris, Jepang, Singapura dan lain-lain
bahwa pola Community Policing (pemolisian masyarakat) telah menunjukkan
hasil yang menggembirakan dalam upaya pematuhan masyarakat terhadap
hukum. Pengembangan community policing di Indonesia mungkin dapat
dikembangkan dalam sistem keamanan di Indonesia, karena Community Policing
berciri kegiatan yang proaklif dan berorientasi kepada penyelesaian
permasalahan masyarakat, sistim keamanan yang berciri itu sesuai dengan alam
masyarakat demokratis.




Bagalmana prospek hukum adat da!am hngkup hukum nasnonai dalam e

o upaya mewujudkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum

i -'demokrasz

g, Pandangan tentang Sistem hukum yang tepat baQJ negara demokras:' e

. _;'_“'-dan sesual budaya bangsa lndonesza Sl

e, '-_-:Pandangan tentang Ssstem keamanan yang sesuai dengan negara_
e '-demokras; dan sesual dengan budaya bangsa Indonesza o

PESFRTA SARASE?&AN
‘Peserta sarasehan adaiah pakar hukum prakﬂsz hukum, pejabat

i 'pemermtah tokoh~tokoh masyarakat/tokoh adat, Pengacara, LSM, tokoh tokoh
-organisasi pemuda, DPR dan lain-lain yang berkait dan bertanggung jawab dalam

L upaya mewujudkan masyarakat yang patuh h_u_k_um_ .

'TEMPAT DAN WAKTU

. ‘Sarasehan akan dilaksanakan di Hotel Indonesia, Madura Room Lantai 8,
JI.'MH. Thamrin Jakarta Pusat, pada hari Jumat 29 November 2002, Pukul

- 09.00-17.30 WIB.

PEMBICARA & MODERATOR
Pembicara ;

Kapoiri (Key Note Speaker).

Prof. DR. Loeby Logman.

Dirjen Hukum dan Per-UU-an, Depkeh & HAM.
Pakar Hukum Adat

Imam Prasodio Phd.
DR. Harkristuti Harkrisnowo SH, LLM
DR. Indria Samego

MO O O

Moderator :




’jPENUTUP
e iméﬁbéya zuo 53 Ixunbang, Bandung 'Tem; (022):m4 2786825 HP'
08159957171 SR e | ERE A

Lembang, NopemberZDOz
KETUA SEM!NAR

" Drs. JASIR KARWITA, SH.
: KOM_BES P_QL NRP. 53030043
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 PEMBUKAAN .

3 -'-SARASEHAN SEHARI 'Fv1EWUJUDKAN MASYARAKAT PA?UH HUKU.«]




SESSION I :

L RS ] DEMBJ_CARA PN.O'_". : LOEZ!Y LUQI 'i.'-\H R
PEMBKCARA DERJEN HUKUM DAN PERUNDANG~UNDANGAN DEPKEH & H/—\ _
: PESERTA YANG BERTANYA DAN PARA PESERTA SARASEHAN

1 wswuﬂ@?ﬁﬁ igsa??m”%m I
ARAKAT P
"BERLANDASKAN BHINEKA m‘?}%“&f‘iﬂ%

- Pﬁﬁwmm BARU DALAM ME
, MASYARAIR, PATUH iggggﬁ%m

;LT i ¥ 3
4 Lo HE A« i







>3 SARASEHAN SERARI
“ff( &MY&R&K&T PATUH HUKUM

BHINEKA TUKGGAL IKA™
TEMA: {

BARU DALAM MEWUJUDKAN
MASYARAKAT PATUH HUKUM”




Tl

S&SSION iI

PEMBICARA TMAM PRASODEC} PHD

" PEMBICARA PAKAR HUKUM ADAT
: PESERTA YANG BERTANYA DAN.- .
PEENYERAHAN PU\KAT OLEH KET UA PELAKSANA

' SARASEHAN SEHARI

"MEWUJUDKA% MASYARAKAT PATUH H ‘
BERLANDASKAN BHINEKA TUNGGALL{EE’:%

TEMA:
”PARAD!GMA BARU BALQM MEWUJSUDKAN
MASYARAKAT PATUH HUKUM ™




e E—




. PEMBICARA DR. HARKRISTI HAPKRISNOWO <:H LLM o '
" PeMBICARA DR. INDRIA- SAmgGo e
. PESERTA BERTANYA |
P_ENYERAHAN PLAKAT ©

. | }sma‘qé- KA
_*memm BARU DALAM mwmuwm e
e mmmm PATUH HUKUM

e m i‘f.?sil.“{.l‘s.i.lﬁ..










ACARA PENUTUPAN SARASEHAN
i BUKA BERSAl m PUHSA_
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